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Kata Pengantar
Ketua Badan Legislasi DPR Rl

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian

Perubahan Pasal 5 ayat (1)dan Pasal 20 UUD 1945 membawa perubahan
penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam hal kekuasaan
membentuk undang-undang, yaitu perubahan kekuasaan membentuk undang-
undang dari Presiden kepada DPR. Perubahan tersebut membawa implikasi ter-
hadap peningkatan peran dan tanggung jawab DPR dalam bidang pembentukan
undang-undang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Karena itu dibentuklah
Badan Legislasi DPR Rl pada tahun 1999.

Badan Legislasi periode tahun 2004-2009 merupakan Badan Legislasi
periode kedua, sehingga Badan Legislasi baik secara kelembagaan maupun tu-
gasnya mengalami penguatan dan peningkatan. Apabila pada periode pertama
(1999-2004) merupakan masa awal pembentukan dan penataan kelembagaan
maka pada periode kedua {2004-2009) sudah ada upaya untuk perbaikan kelem-
bagaan yand mengarah pada penyempumaan. Salah satunya ialah penetapan
kedudukan Badan Legislasi DPR sebagai pusat pembentukan undang-undang/
hukum nasional berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 08/DPR RI/N/2005-2006
tentang Peraturan Tata Tertb DPR.

Buku yang ada di tangan pembaca, awalnya lshir dari keinginan Badan
Legislasi untuk memiliki buku saku tentang profil Badan Legislasi. Sebuah buku
Profil yang mampu menampilkan wajah Badan Legislasi sebagai alat kelengka-
Pan DPR Rl yang bersifat tetap yang berkedudukan sebagai pusat pembentukan
undang-undang/hukum nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Pera-
turan Tata Tertb DPR RI. Ide tersebut ternyata belum dapat terlaksana, karena
kesibukan yang luar biasa terkait dengan begitu banyaknya tugas yang harus
dikerjakan Badan Legislasi.

Dengan mengingat bahwa masa bakti Badan Legislasi periode tahun
2004-2009 akan segera berakhir, maka diputuskan untuk membuat buku yang
dapat menjadi kenang-kenangan bagi masyarakat |uas. Sebuah buku yang men-
jelaskan sejarah, kedudukan, susunan, tugas, dan struktur pendukung Badan
Legislasi, sekaligus buku yang berisi program legislasi nasional (Prolegnas), pe-
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nyusunan RUU usul inisiatif DPR, harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjun-
gan kerja untuk mencari masukan atas RUU, dan kunjungan tamu yang datang
ke Badan Legislasi.

Buku yang berada di tangan anda berusaha mendeskripsikan keberadaan
Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai Kin-
erja dan evaluasi Badan Legisiasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi
tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan
Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, serta kunjun-
gan kerja untuk mencari masukan atas RUU.

Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk dibaca dan diketahui, tidak
hanya untuk masyarakat luas melainkan untuk anggota Badan Legislasi periode
yang akan datang. Karena diharapkan ke depan para anggota Badan Legislasi
akan memperoleh pemahaman dan peningkatan kinerja yang lebih baik mengenai
proses penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif
DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta kunjungan tamu
Badan Legislasi.

Akhimya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi, sekretanat dan
tenaga ahli Badan Legislasi, serta semua pihak yang teriibat daiam penerbitan
buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 14 September 2009

FX. Soekarno, ﬂ
A104
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A Badan Leglslasl DPR R

1.

Sejarah Terbentuknya Badan Legislasl

Dewan Perwakilan Ralyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan
rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara
demokrasi. DPR merupakan salah satu manifestasi dari prinsip
kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakiinya di lembaga ini
membuat hukum dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Melalui DPR juga wakil-wakil
rakyat melakukan pengawasan lerhadap pelaksanaan hukum dan
kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, agar DPR dapat menjalankan peran dan
fungsinya dengan baik, harus memiliki tugas dan wewenang tertentu
agar dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin
hubungan dengan cabang kekuasaan lain berdasarkan prinsip
checks and balances. Jka lembaga tersebut tidak memiliki tugas dan
wewenang yang seimbang dengan kekuasaan lain, akan cenderung
terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena hukum dan kebijakan tidak
dibuat demi kepentingan rakyat serta lemahnya pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan.

Adanya perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845 (UUD 1945} membawa
perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya
dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu perubahan
kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR.
Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap peningkatan peran
dan tanggung jawab DPR dalam bidang pembentukan undang-undang,
baik secara kuantitatif maupun kualitatif,

Salah satu bentuk dari tanggapan DPR atas peningkatan peran
dan tanggung jawab tersebut ialah pembentukan Badan Legislasi DPR
sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap. Pembentukan badan
tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih hak-hak anggota
DPR untuk mengajukan RUU usul inisiatif tetapi hanya berfungsi untuk
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memberikan dukungan, dan/atau membantu, baik secara teknis maupun
pengembangan substansi suatu RUU.

Badan Legislasi DPR, pertama kali dibentuk pada tahun 1999
berdasarkan Peraturan Tata Tertb DPR yang ditetapkan oleh DPR
pada tanggal 23 September 1999, Dalam Peraturan Tata Tertb tersebut,
ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Badan Legislasi
DPR ada dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Dalam Pasal 46
Peraturan Tata Tertb DPR, Badan Legislasi DPR mempunyai tugas
sebagaiberikut;

a. merencanakan dan menyusunan program serta urutan prioritas
pembahasan rancangan undang-undang, baik yang datang
dari Pemerintah maupun usul inisiatif DPR, untuk 1 (satu) masa
keanggotaan DPR dan setiap tahun sidang;

b. membantu menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif
DPR;

c. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya berk cordinasi
dengan komisi-komisi;

d. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan rancangan
undang-undang;

e  membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan
pada akhir masa keanggotaan DPR.

Pembentukan Badan Legislasi DPR secara tersirat juga sesuai
dengan rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, yang antara
lain merekomendasikan sebagai berikut: “mengenai pelaksanaan fungsi
legisiasi Dewan, Majelis merekomendasikan agar Dewan meningkatkan
produktivilas undang-undang sebagai tindak fanjut dari Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (DPR,
2003: 4)-

Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang relatif
baru dibandingkan dengan alat keiengkapan DPR lainnya, terdir dari
unsur pimpinan dan anggota. Pimpinan Badan Legislasi DPR periode

BADAN LEGISLASI OPR R
KINERJA DAN EVALUAS| PERIDDE 2004-2009




lahun 1999-2004 terdin dan dar Ketua: Zein Badjeber (Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan) dan tiga orang Wakil Ketua: Azhar Muchlis
(Fraksi Partai Golongan Karya), | Nyoman Gunawan, S.H. (Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dav Handoyo P (Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan). Handoyo P selaku Wakil Ketua
Badan Leglslasl digantikan oleh Hj Tumbu Saraswati, S.H. (Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Hj. Tumbu Saraswati,
S.H. kemudian diganti oleh Dwi Ria Latifsh (Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan). Adapun anggota Badan Legisiasi DPR berasal
dar masing-masing perwakilan fraksi yang ada d DPR dengan jumlah
ditentukan secara proporsional.

Selama tahun 1999-2004, kegiatan yang ditangani oleh Badan
Legislasi DPR antara lain: menyusun mekanisme kerja, menyusun
pefencanaan dan program prioritas pembahasan RUU untuk tahun
1999-2004, menyusun rancangan perubahan Peraturan Tala Tertb
OPR, dan mempersiapkan berbagai RUU usul inisiatif. Selain it dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legisiasi DPR juga melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan/atau alat kelengkapan
DPR yang lainnya.

Kini memasuki periode kedua yaitu tahun 2004-2009, Badan
Legislasi DPR, baik secara kelembagaan maupun tugasnya mengalami
penguatan dan peningkatan. Apabila pada periode pertama (199S-2004)
merupakan masa awal pembentukan dan penataan kelembagaan maka
pada periode kedua (2004-2009) sudah ada upaya untuk perbaikan
kelembagaan yang mengarah pada panyempumaan. Salah satunya
ialah penetapan kedudukan Badan Legislas| DPR sebagai pusat
pembentukan undang-undang/hukum nasional berdasarkan Keputusan
DPR Nomor: 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tala Tertb
DPR. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga telah merekrut tenaga ahli
sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang berfungsi sebagai sistem
pendukung (supporting system) guna membantu tugas-tugas Badan
Legisiasi DPR. Dalam hal tugas, jka dibandingkan dengan periode
sebelumnya, tugas-tugas Badan Legislasi juga mengalami peningkatan
yang signifikan. Apabila pada periode pertama (1999-2004), Badan
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Legislasi DPR hanya mempunyai lima jenis tugas maka pada periode
kedua (2004-2009), Badan Legislasi DPR mempunyai 11 {sebelas)jenis
tugas. Kesebelas jenis fugas tersebut sebagai berikut:

menyusun Program Legislasi Nasional {Prolegnas) yang memuat
daftar urutan Rancangan Undang-Undang (RUU} untuk satu masa
keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya
dilaporkan dalam Rapat Paripuma DPR untuk ditetapkan dengan
Keputusan DPR;

menyiapkan RUU Usu! Inisiatif DPR berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan
konsepsi RUU yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan
Komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan
DPR;

memberikan pertimbangan terhadap pengajuan RUU yang diajukan
oleh Anggota, Komisi, dan Gabungan Komisi d luar RUU yang
terdaftar dalam Prolegnas atau prioritas RUU tahun befjaian,

melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan RUU yang
secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah (Bamus);

melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk RUU
yang sedang dan akan dibahas dan sosialisasi Undang-Undang
(UU) yang telah disahkan;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi
UV, melalui koordinasi dengan Komisi;

melakukan evaluasi dan penyempumaan Peraturan Tata Tertb
dan Kode Etik;

memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas RUU usul
DPD;

memberikan pertimbangan terhadap RUU yang sedang dibahas
oleh Presiden dan DPR; dan

membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan
pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan
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sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan
berikutnya.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Pasal 102 Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tugas Badan
Legislasi DPR menjadi sebagai benkut;

d

h
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menyusun rancangan program legisiasi nasional yang memuat
daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta
alasannya untuk satu masa keapggotaan dan untuk setiap tahun
anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan
dari DPD;

mengkoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara
DFR dan Pemerintah;

menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota,
komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-
undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang
yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD
di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau
di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program
legistasi nasional;

melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempumaan
rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh
Badan Musyawarabh,

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
permbahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan




undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan
Musyawarah; dan

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang
perundang-uNdangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk
dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan
berikutnya.

Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang

bersifat tetap terdiri dan unsur pimpinan dan anggota. Pimpinan Badan
Legisiasi DPR periode tahun 2004-2009 terdiri atas seorang Ketua
dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, Sementara setelah adanya perubahan
Peraturan Tata Tertb DPR, dengan Keputusan DPR Rl Nomor 08/
DPR RI/I/2005-2006, maka jumiah Pimpinan Badan Legislasi DPR
mengalami perubahan yakni menjadi sedrang Ketua dan empat orang
Wakil Ketua.

Pada periode tahun 2004-2009 terjadi beberapa kali perubahan

pimpinan Badan Legistasi, yaitu

a

Tahun 2004-2005 terdiri atas: Ketua: A.S. Hkam, Ph.D., APU.
(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dengan Wakil Ketua Prof.
Drs. H. Rustam E. Tamburaka, MA , Ph.D. (Fraksi Partai Golongan
Karya), Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan), dan Pastor Saut M. Hasibuan {Fraksi Partai Damaj
Sejahtera}.

Tahun 2005-2007 terdiri atas: Ketua: FX. Soekamo, S.H. (Fraksi
Partai Demokrat), deNgan Wakil Ketua: Prof. Or (IPB) H. Bomer
Pasaribu, SH., S.E., M.S. (Fraksi Partai Golongan Karya),
Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),
Nursyahbani Katjasungkana SH. (Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa), dan Drs. Muttamimul Ula (Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera).

Tahun 2007-2008 terdin atas: Ketua: FX Soekamo, S.H. (Fraksi
Partai Demokrat), dengan Waki Ketua: Prof. Dr (PB) H. Bomer
Pasaribu, S.H., S.E., M.S (Fraks! Partai Golongan Karya), Pataniari
Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Prof. Dr.
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Mahfud MD., SU (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Ors. Al
Muzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

d. Tahun 2007-2008 terdiri alas: Ketua: F X Soekarno, SH. (Fraksi
Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Prof. Or (IPB) H Bomer
Pasaribu, S H, S.E., M.S. (Fraksi Partai Golongan Karya),
Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),
Or. imamAnshori (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Drs Al
Muzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahlera)

e Tahun 2008-2009 terdiri atas: Ketua: F.X. Soekamo, S.H. (Fraksi
Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Drs. Ferry Mursyidan
Baldan (Fraksi Partai Golongan Karya), Pataniari Siahaan
{Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Nursyahbani
Katiasungkana S H. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Drs.
Al Muzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

Adapun anggota Badan Legislasi DPR 1terdiri atas S0 orang
anggola yang berasa dari masing-masing perwakilan fraksi yang ada
di DPR dengan jumiah ditenlukan secara proporsional.

Selama tahun 2004-2009, kegiatan yang ditangani oleh Badan
Legisiasi DPR antara lain: menyusun mekanisme kerja, menyusun
Program Legislasi Nasional tahun 2005-2009 dan Program Legisiasi
Nasional priorilas setiap tahun, menyusun rancangan perubahan
Peraluran Tata Tertb DPR, dan mempersiapkan berbagai RUU usul
inisiatif. Selain itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legistasi
DPR juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan/
atau alat kelengkapan DPR yang lainnya.

2 Kedudukan dan Susunan Badan Legisiasl

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara fundamental 1elash mengubah format kelembagaan
negara dan perubahan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan
indonesia. Di bidang tegistasi misalnya, kekuasaan membentuk undang-
undang yang semula berada pada Preasiden berubah menjadl kekuasaan
Dewan Perakilan Rakyat Republik indonesia (DPR RI). Hal itu ditandai
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dengan terjadinya perubahan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat
(1) UUD 1945.

Sebelum diubah, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,
“Presiden memegang kekuasaan membeniuk undang-undang dengan
parselujuan Dewan Perwekilan Rakyal” Setelah perubahan, Pasal 5
ayat (1) tersebut menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyal” Sebaliknya
sebelum perubahan, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengatur, ‘Tiap-
tiap undang-undang menghendaki perselujuan Dewan Perwakilan
Rakyat” Namun setelah perubahan Pasal 20 ayat {1) tersebut menjadi
‘Dewan Perwakilan Rakyal memegang kekuasaan membenluk undang-
undang’

Adanya perubahan pemegang kekuasaan membentuk undang-
undang tersebut, secara normatif menghendaki agar DPR mempunyai
struktur kelembagaan yang bersifat tetap guna menjalankan
kukuasaannya tersebut. I sebabnya, setelah dilakukan Perubahan
Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada tahun 1899, DPR membentuk satu alat kelengkapan bersifat tetap
yang dinamakan Badan Legislasi. Badan ini secara historis didirikan pada
masa keanggotaan DPR Rl periode 1999-2004. Susunan keanggotaan
Badan Legislasi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR,
untuk satu periode masa keanggotaan dan ditetapkan dalam Rapat
Paripurna DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi (Lampiran 1). Keanggotaan Bad an Legislasi tidak boleh dirangkap
dengan keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Pimpinan Badan Legislas
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektil yang terdiri
dan seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota Badan Legislasi.

Berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 08/DPR RIN/2005-2006
tentang Peraturan Tata Tertib DPR (Peraturan Tatb DPR), Badan
Legislasi berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/
hukum nasional yang dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap
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3. Tugas Badan Legislasi

Tugas Badan Legislasi sebagai pusat pembentukan undang-
undang/hukum nasional adalah;

a menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat
daftar unrtan dan prioritas Rancangan Undang-Undang beserta
alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk Setiap tahun
anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan
dari DPD;

¢ mengkoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara
DPR dan Pemerintah;

¢ menyiapkan Rancangan Undang-Undang usul DPR berdasarkan
program pnioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota,
komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum Rancangan Undang-
Undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

e memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang
yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD
di luar prioritas Rancangan Undang-Undang tahun berjalan atau
di luar Rancangan Undang-Undang yang terdaftar dalam program
legislasi nasional,

f  melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan

Rancangan Undang-Undang yang secara khusus ditugaskan oleh
Badan Musyawarah;

g mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muyatan Rancangan Undang-Undang melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

h.  memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas Rancangan

Undang-Undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan
Musyawarah; dan

i membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah d bidang
perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk
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dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan
berikutnya

Badan Legislasi dalam melaksanakan berbagai tugas lersebut
dapat mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi, Komisi, Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menangani
bidang legislasi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan
masyarakat; Memberikan rekomendasi kepada Bamus dan/atau Komisi
vang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi UU;
Mengadakan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan
RDPU; Mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka menyerap
aspirasi masyarakat dan studi banding untuk penyiapan RUU dengan
persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat
Badan Legislasi untuk ditentukan tindak lanjutnya; Membentuk Panitia
Kerja {Panja)atau Tim; Mengusulkan kepada Bamus hal yang dipandang
perlu dimasukkan dalam acara DPR. Selain itu, Badan Legislasi juga
dapat mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah,
DPD, Mahkamah Konstitusi (MK}, Mahkamah Agung (MA) atau pihak
lain yang dianggap periu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup
tugasnya melalui Pimpinan DPR.

Badan Legislasi dalam rangka pelaksanaan tugas untuk
penyusunan Prolegnas, penyusunan prioritas RUU, penyiapan dan
penyusunan RUU, pembahasan RUU, sosialisasi UU, dan pelaksanaan
tugas Badan Legislasi untuk evaluasi materi UU, evaluasi dan
penyempurnaan Tata Terib DPR, inventarisasi hukum dan perundang-
undangan serta melakukan Kunker dan studi banding, menyusun
rancangan anggaran untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.

Struktur Pendukung Badan Legisiasi

Dalam Pasal 40 ayat (4) Tatb DPR diatur, "Badan Legislasi
mempunyai Sekretariat, Tenaga Ahli, serta didukung Peneliti dan
Perancang Undang-Undang.” Sekretariat Badan Legislasi dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Badan Legislasi yang
membawahi 2 (dua} orang Kepala Subbagian (Kasubag) dan beberapa
orang staf administrasi (Lampiran 2). Terkait dengan Tenaga Ahli, Tatb
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DPR telah memberikan limitasi bahwa Badan Legislasi sekurang-
kurangnya mempunyai 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli yang bekerja
penuh waktu dan serendah-rendahnya berpendidikan Strata Dua
(5.2) Bidang llmu Hukum, Pglitik, Ekonomi dan disiplin ilmu lainnya
yang dibutuhkan. Saat ini, Tenaga Ahli Badan Legislasi berjumlah 19
(sembilan belas) orang {Lampifan_3) dengan latar-belakang pendidikan
dari berbagai disiplin imu, yaitu limu Hukum, Politik, Ekonomi, Sosiologi,
dan Agama. Kesembilan belas Tenaga Ahli tersebut merupakan tenaga
tidak tetap (honorer) yang setiap tahun dapat diangkat kembali atau
diberhentikan oleh Badan Legislasi berdasarkan evaluasi kinerja yang
dilakukan oleh Pimpinan Badan Legislasi. ltu sebabnya, Tenaga Ahli
Badan Legislasi wajib memberikan seluruh keahliannya untuk membantu
seluruh tugas Badan Legislasi sebagaimana diatur dalam Tatb DPR dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Legislasi.

Khusus terkait dengan Peneliti dan Perancang Undang-Undang,
Tata Tertb DPR tidak memberikan limitasi baik jumlah, atau kualifikasi
bidang dan jenjang pendidikan. Dalam Pasal 40 ayat (6) Tatb DPR hanya
diatur bahwa “Peneiiti dan Perancang Undang-Undang sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) dapat berasal dar luar atau dari dalam
Sekretariet Jenderal”

8. Program Legislasl Nasionai (Proiegnas)

a  Penyusunan Proiegnas

Dalam Pasal 22A UUD 1945 dinyatakan bahwa “Ketentuan
mengenai tata care pembentukaen undeng-undeng diatur dengan
undang-undang.” Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22A
tersebut, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan UU 10 Tahun 2004, pembentukan sebuah undang-
undang dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan,
perumusan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan
dan penyebariuasan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UJ Nomor 10 Tahun 2004,
diatur bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam

BADAN LEGISLASI DPR Ri
KINERJA DAN EVALUAS| PERIODE 2004-2009 1




12

suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan
instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang
disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar
undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter
tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.
Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, menengah, dan
tahunan. Prolegnas disusun bersama oleh DPR dengan Pemerintah
secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomar 61 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas (PP Nomor61 Tahun
2005}, penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh
Badan Legislas! sedangkan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Oi lingkungan Pemerintah, penyusunan Prolegnas dilakukan
dalam 5 (lima) tahapan. Tahap pertama, merupakan tahap kompilasi
dan konsep Rencana Legislasi Nasional (Relegnas). Tahap kedua,
merupakan tahap klasifikasi dan sinkronisasi Relegnas. Tahap ketiga,
merupakan tahap konsultasi dan komunikasi Relegnas. Tahap keempat,
merupakan tahap penyusunan naskah. Tahap kelima, merupakan tahap
koordinasi dan penetapan Prolegnas. Berikut digambarkan skema aiur
penyusunan Prolegnas d lingkungan Pemerintah:

| 1] n I v
v Wvpdasl B |0 Terup Kasiiau i i Tahap Korauliasi & ;'_., Tahap Penyusunan '___I_TahapKwuhasl&
o) b | g T i sl Homunilasi Masksh Penelapan

Menkumham dalam mengoordinasikan Proiegnas meminta
kepada menteri lain dan pimpinan Lembaga Pemarintah Non
Departemen (LPNO) untuk menyerahkan dokumen perencanaan
pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansi
masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung
jawabnya. Menkumham sebelum menetapkan suatu rancangan undang-
undang masuk ke dalam daftar Prolegnas usulan Pemeniniah, wajib
meminta persetujuan Presiden.
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Badan Legislasi dalam mengoordinasikan penyusunan Prolegnas
dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari
Masyarakat, Komisi, Fraksi, dan/atau DPD. Berikutdigambarkan skema
alur penyusunan Prolegnas d lingkungan DPR:

Manyirakal Loy F o

= = ] L X
BADAN LEGISLASI

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dan Pemerintah
dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah yang pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi Prolegnas yang
disusun di lingkungan DPR dan Pemerintah yang telah memperoleh
kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, dilaporkan
pada Rapat Paripuma DPR untuk mendapatkan penetapan. Berikut
digambarkan skema alur penetapan Prolegnas:

L LR T Kt Froam L0
T | 7 =1 { e i
! r s R | ¥ Y B ]
Bl LI S BhOAN LECHILLN

Pembahasan bersama
DRAFT PROLEGNAS gleh Menkumham & Badan Legislas!

Rapal Paripama DPR

PROLEGNAS

Berdasarkan Keputusan DPR Nomor 01/DPR-RI/II/2004-2005
tentang Persetujuan Penetapan Prolegnas Tahun 2003-2009, telah
ditetapkan sebanyak 284 Rancangan Undang-Undang (RUU). Penetapan
RUU tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pikir, maksud dan tujuan,
visi, misi, serta aFah kebijakan Prolegnas. Daftar RUU tersebut juga
setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi, dan dimutaknirkan sesuai
dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
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Menyadan urgensi Prolegnas bagi arah pembangunan hukum
nasional, maka dalam kerangka itu Badan Legislasi juga teiah
mengadakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai
“Prolegnas Sebagai Politik Pembangunan Hukum Nasional”™ yang
diadakan d Jakarta pada tanggal 21-22 Mei 2008. Acara tersebut
ditkuti oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain
Anggota DPR, Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), akademisi,
praktisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu hasi
yang dicapai dari acara tersebut adalah rekomendasi butir-butir
kesepakatan yang dapat dijadikan sebagal acuan dalam penyusunan
suatu Prolegnas.

Kerangka Plkir Prolegnas

Prolegnas sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional
merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-
undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
Secara operasional, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang-
Undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta
dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari system
pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara yaitu
melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu
sistemn hukum nasional.

Pembangunan hukum periu menjadi prioritas utama karena
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam system
ketatanegaraan Indonesia yang perlu dikuti dengan perubahan-
perubahan di bidang hukum. Di samping itu, arus globalisasi yang
berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi
telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara
dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut tentu menuntut adanya
penataan system hukum dan kerangka hukum untuk melandasinya.
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Atas dasar itulah, Prolegnas diperlukan untuk menata sistemn
hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa
harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional
yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

¢ Maksud dan Tujuan Prolegnas

Maksud penyusunan Prolegnas adalah:

a2 memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum di bidang
peraturan perundang-undangan d tingkat pusat;

b menyusun skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang
sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu
sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang
oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistemn
hukum nasional; dan

¢ menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Tujuan penyusunan Prolegnas adalah:

a mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagai bagian dari pembentukan sistern hukum
naslonal;

b.  membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan
dan perekat bidang pembangunan lainnya serla mengakiualisasi
fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial/pembangunan,
instrumen pencegahan/ penyelesaian sengketa, pengatur prilaku
anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¢ mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi, lerutama
penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan
kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat;

d  menyempumakan peraturan perundang-undangan yang sudah
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ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat, dan

e. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan
tuntutan dan kebutuhanmasyarakat.

Visl dan Mis! Prolegnas

Visi Prolegnas adalah terwujudnya negara hukum yang adil
dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan
membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan
keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat
dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah
indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunla yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Prolegnas adalah:

a mewujudkan materi materi hukum di segala bidang dalam
rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan
warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan,
dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat,

b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;

c. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional,
bermoral, dan berintegritas tinggi; dan

d  mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan
berwibawa.

Arah Kebljakan Prolegnas

Kebijakan Prolegnas diarahkan untuk:

a. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum,
ekonomi, politik, agama, pendidikan, iimu pengetahuan dan
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teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya
alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai
pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial
dan menyempumakan peraturan perundang-undangan yang ada
yang sudah tidak sesuai lagl dengan perkembangan jaman;

¢. mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang
yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-
undang yang diperintahkan oleh undang-undang;

d. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru unluk
mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi,
perindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme dan kejahatan transnasional;

a  meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperiukan
untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan
perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan
hidup;

f  membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan
tuntutan Masyarakat dan kemajuan jaman,

g memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara
tegas professional dan Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
prinsip-prinsip kesetaraan dan keadian jender, dan

h.  menjadikan hukum sebagal sarana pembaruan dan pembangunan
d segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat,
bangsa dan Negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan
antara ketertiban, legitimasi, dan keadilan

f  Skala Prioritas Prolegnas

Berdasarkan kerangka pikir, maksud dan tujuan, visi, misi. serta
arah kebijakan Prolegnas, Badan Legislasi dalam jangka pendek
menetapkan RUU prioritas setiap tahunnya. Penentuan skala prioritas
ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan yaitu;
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merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

merupakan perintah dari Ketetapan MPR;
terkait dengan pelaksanaan suatu undang-undang;
mendorong percepatan reformasi;

merupakan warisan dari Prolegnas periode sebelumnya yang
disesuaikan dengan kondisi saat ini;

menyangkut perubahan terhadap suatu undang-undang yang
bertentangan dengan undang-undang iainnya;

merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional;

berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia
dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan
jender,

mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan
yang berkeadilan; dan

secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan
dan meningkatkan kondisi kesejahteraan social masyarakat.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, ditetapkan

RUU prioritas yaitu:

Tahun 2005 sebanyak 55 RUU; tetapi DPR dan Pemarintah sepakat
menambah 17 RUU lagi sehingga jumlah total RUU sepanjang
tahun 2005 sebanyak 72 RUU.

Tahun 2006 sebanyak 43 RUU;
Tahun 2007 sebanyak 32 RUU,
Tahun 2008 sebanyak 31 RUU; dan
Tahun 2009 sebanyak 36 RUU.

Dalam perjalannya, RUU Prioritas tahunan yang telah ditetapkan

dalam Sidang Paripurna DPR dapat mengalami perubahan atau
tambahan karena UU Nomor 10 Tahun 2004 membuka adanya
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kemungkinan untuk mengajukan usul inisiatif RUU di luar Prolegnas.
Sebagai contoh misalnya, pada tahun 2006 dari 43 RUU prioritas ada
tambahan 4 RUU tambahan yang ditetapkan melalui penetapan DPR
pada tanggal 3 Oktober 2006 dan pada tahun 2007 dari 30 RUU prioritas
mendapat tambahan 3 RUU melalui penetapan DPR pada tanggal 23
Pebruari 2007 dan 25 September 2007

g. Kendala dan Tantangan dalam Penyusunan Prolegnas

Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan
undang-undang, Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan
sistematis dan didalamnya termuat daftar undang-undang yang disusun
berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan
misi pembangunan hukum nasional. Prolegnas berisi program legislasi
jangka panjang, menengah, dan tahunan yang disusun bersama oleh
DPR dan Pemerintah secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu
Dengan demikian, Prolegnas sudah barang tentu dapat menjadi arah
pelaksanaan pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan
Indonesia menjadi sebuah negara hukum, sebagaimana diamanatkan
oleh UUD 1945 Pasal 1 Ayat(3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah
Negara Hukum, yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai
jandasan penting bagi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, supremasi hukum dapat memastikan bahwa
proses pembangunan nasional akan berjalan secara teratur, mewujudkan
distribusi manfaat hasil pembangunan dan rasa keadilan masyarakat,
serta menjamin adanya kepastian hukum.

Selain itu, supremasi hukum juga dapat dijadikan landasan
perekat kehidupan berbangsa dan bemegara yang bermakna bahwa
adanya satu kesatuan sistem hukum nasional d dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berasaskan kenusantaraan sehingga tetap
mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum yang masih
berlaku dan hidup d dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan sistem
hukum yang kondusif bagi keberagaman subsistem, keberagaman
substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkah
masyarakat, serta kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum
masyarakat, kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
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kewaijiban sesuai aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hai tersebut
diperlukan sebuah perencanaan pembangunan hukum yang akurat dan
komprehensif, yang daiam Pasai 15 ayat (1) UJ Nomor 10 Tahun 2004
disebut Proiegnas.

Berdasarkan UJ No. 10 Tahun 2004 diatas, DPR menetapkan
Proiegnas jangka menengah 2005 — 2009, yang merupakan Proiegnas
yang pertama dalam sejarah perundang-undangan d Indonesia, melalui
keputusan DPR tanggai 1 Pebruari 2005 yang memuat 284 judui RUU.
Meskipun Prolegnas tersebut tetah disusun bersama oieh Pemerintah
bersama DPR berdasarkan metode dan parameter tertentu secara
terkoordinasi, terarah, dan terpadu, namun ternyata Penyusunan
Proiegnas tersebut masih memiiiki beberapa keiemahan. Diantaranya
adaiah terlalu banyaknya jumiah RUU yang ditetapkan daiam Proiegnas
2005 - 2009, yang mencapai 284 RUU. Jumiah tersebut ternyata
jauh melebihi kapasitas DPR, baik dari segi waktu dan daya dukung,
untuk diseiesaikan daiam salu periode. ini berarti proses penyusunan
Proiegnas belum secara cermat mempertimbangkan aspek ketersediaan
kapasitas dimaksud. Proiegnas 2005-2009 menetapkan sebanyak 284
RUU dengan perinciani50 RUU yang tidak diajukan daiam proiegnas,
130 RUU yang masuk Proiegnas tahunan, dan 27 RUU non Proiegnas,
dengan perincian sebagai berikut:

| Jumiah RUU daiam iist Proiegnas 2005-2009 76

| Jumiah RUU Non-Proiegnas 2005-2009 T

| Daftar RUU kumuiatif terbuka ttg Pembentukan 58 |
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota .
| Daftar RUU kumyiatif terbuka ttg pengesahan perjan- 9

jian internasionai (divar daftar proiegnas) |

Daftar RUU kumuiatif terbuka akibat Putusan Mahka- 7
mah Konstilusi_ —
Daftar RUU tentang APBN 16_

| Daftar RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tlnggl 4
Agama = o1

| Daftar RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 '
Pengganti Undang-Undang :
Total yang telah disahkan menjadl UUJ 193 |
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Dengan jumlah RUU sebanyak itu, DPR Rl periode 2004 -
2009 berhasil menyelesaikan 193 RUU yang dapat disahkan sampai
berakhimya masa keanggotan dengan perincian 95 RUU inisiatif DPR
Rl dan 97 RUU inisiatif pemerintah

Selain itu, dalam Prolegnas 2005 —2009 juga ditemukan 4 judul
RUU yang merupakan duplikasi karena memiliki judul yang sama  Ini
menunjukkan proses penyusunan Prolegnas masih membuka peluang
terjadinya ketidaktelitian. Sangat mungkin ketidaktelitian tersebul
disebabkan karena Prolegnas saat itu hanya memuat daftar judul
RUU saja, sehingga sulit untuk mengetahui apakah substansi maten
muatan dalam 4 judul RUU tersebut sebenamya memiliki perbedaan
atau tidak. Karena itu, menjadi sangat penting apabila Prolegnas
yang akan datang tidak hanya memuat daftar judul RUU, tetapi juga
mencantumkan ringkasan (review} atau justifikasi kebutuhan sebuah
RUU (need analysis), sehingga substansi materi muatan RUU dalam
Prolegnas dapat diketahui dan duplikasi dapat dihindarkan

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah adanya 150
judul RUU dalam Prolegnas 2005 - 2009 yang tidak pemah diajukan
menjadi prioritas tahunan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR.
Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut
adalah: (a) kesamaan materi muatan dalam RUU tersebut dengan RUU
yang sudah disahkan sehingga tidak lagi diperlukan, (b} ketidaksiapan
naskah akademik dan draft RUU pada saat pembahasan prioritas, (c)
susbtansi materi muatan RUU tersebut temyata tidak sesual dengan
arah kebijakan prioritas tahunan Prolegnas. Sebenarnya kriteria
penentuan prioritas tersebut diatas masih dapat dinilai sangat umum
sehingga kurang efektif untuk memilih RUU prioritas tahunan. Kriteria
yang terlalu umum tentu sgja membuka peluang bagi semua RUU yang
diajukan untuk memenuhi minimal satu dari kriteria tersebut. Hal ini tentu
saja menyulitkan proses penentuan prioritas sehingga dalam Prolegnas
mendatang, kriteria tersebut perlu dipertajam.

Hal fain yang juga menjadi masalah adalah tidak adanya jaminan
bahwa Pemerintah dan DPR tidak mengajukan usulan RUU baru dj luar
Prolegnas yang telah ditetapkan. Selama periode keanggotaan DPR
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2004 -2009, terdapat 27 RUU yang dibahas tetapi tidak termasuk dalam
Prolegnas 2005 - 2009. Memang hal tersebut dimungkinkan menurut UU
No. 10 Tahun 2004, terutama apabila kebutuhan akan suatu Undang-
Undang dipandang sangat mendesak. Namun, kriteria urgens: tersebut
masih periu dipertegas sehingga jumlah RUU yang diajukan tanpa
melalui Prolegnas akan semakin sedikit. Sebagai sebuah Perencanaan
yang komprehensif, Prolegnas seharusnya secara antisipatif mampu
mewadahi seluruh kebutuhan Undang-Undang dalam periode 5 tahunan
sehingga DPR tidak lag perlu membahas RUU baru sementara RUU
yang sudah termuat dalam Prolegnas terabaikan,

Berdasarkan deskripsi diatas, terdapat 150 judul RUU dalam
Prolegnas 2005 - 2009 yang tidak pernah diajukan sebagai Prioritas
untuk dibahas baik oleh DPR maupun Pemerintah. Sehingga hanya
130 judul RUU saja yang tercanium dalam Prolegnas 2005 - 2009
yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu merupakan
RUU yang ditetapkan untuk dibahasoleh DFR sampai tahun 2009. Jika
ditambah 27 judul RUU non Prolegnas, maka DPR 2004 - 2009 hanya
periu membahas 157 RUU saja, bukan 284 RUU seperti yang tertuang
dalam Prolegnas 2005 - 2009.

Lebih jauh, pka dilihat dari aspek materi hukumnya, masih
ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih (overiapping)
dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum
menunjukkan komitmen dan kharakter yang responsif terhadap masalah
perindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marjinai,
nilai-nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang
aspiratif dan partisipatif  Indikatornya adalah masih banyaknya produk
W yang diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan
data MK, sejak tahun 2005 hingga 2009, terdapat 150 putusan MK atas
73 UU yang diajukan Judicia/ Review. Dari jumlah putusan tersebut, 40
putusan diantaranya dikabulkan MK.

Berbagai kelemahan tersebut di atas salah satunya disebabkan
oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang
mengabaikan pentingnya kegiatan koordinasi lintas atau antar
kelembagaan, inventarisasi, sinkronisasi, hanmonisasi seluruh peraturan
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perundang-undangen, lamahnys dissminasl peralrmm [ LndEng -
undangan uniuk membuka Ekees dan maeningkalkan pariksipas
rmsyRralat dalam pembentukan cndang-undAng, merta Kungnys

ol eRpgl [ROCLK e undang-undargan yang terbontuk dan yeng Yelah
diundangkan.

Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi peran dan fungsi
Prolegnas menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sebagal langkah
korektif, Prolegnas selayaknya terus mendapatkan kajian dan evaluasi
agar program tersebut selalu dapat mengakselerasi perubahian dan
perkembangan hukum nasional kita,

Secafa ringkas, berbagai permasalahan yang menyebabkan
munculhya kelemahan-kelemahan dalam Proiegnas antara lain
adalah:

a  masih lsmahnya tingkat koordinasi lintas atau antar kelembagaan
terkait,

b. masih lemahnya komitmen terhadap Prolegnas sebagai satu-
satunya instfumen perencanaan pembentukan peraturan
perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya
Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam pembahasan
diluar Prolegnas;

¢ lemahnya rasionalisasi pen-target-an RUU yang masuk daiam
Prolegnas dengan penyelesaian pembahasan RUU (pengesahan
UU). Hal imi dapat dilihat dari tahun ke tahun DPR tidak memenuhi
target penyelesaian UU sebagaimana yang diamanatkan dalam
Prolegnas;

d  masih kurang/lemahnya Inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
mengakibatkan terjadinya overfapping pengaturan dan bahkan
dimungkinkan terjadinya pertentangan diametral antar peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. mash lemahnya diseminasi peraturan perundang-undangan untuk
membuka akses dam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembentukan undang-undang;
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. kurangnya sosialisasi produk perundang-undangan yang terbentuk
dan yang telah diundangkan.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Prolegnas
selayaknya lerus mendapat kajian dan evaluasi, Berdasarkan hasil
kajian dan evaluasi tersebut, DPR dan Pemerintah dapat senantiasa
meyempumakan Prolegnas dan periode ke periode. Dengan demikian
Prolegnas dalam perjalanannya betul-betul dapatdijadikan suatu sistem
yang ‘mapan’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagai bagian dari pembagunan hukum nasional.

Penyusunan RUYJ Usut inislatif dan Peraturan DPR

Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis
sesuai dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek
lain yang terjadi d dalam masyarakat, Dalam pembentukan undang-undang
perlu memperhatikan heterogenitas hukum yang terdiri dari hukum adat,
hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer, serta Pancasila
dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Oi samping iu, dalam pembentukan undang-undang peris dipegang
teguh 3 (tiga) prinsip, yaitu:

a  kesshaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam
Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;

b  terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil,
sejahtera, dan damai; dan

¢  dkembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam
rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan,
tertib, lancar, dan damai serta mengayomi seluruh tumpah darah dan
segenap bangsa Indonesia,

Dengan berpegang tegub pada prinsip tersebut, proses transformasi
hukum positif yang heterogen dan transformasi hukum ius constiiuendum
{cita-cita hukum) menjadi ius constitutum (realisasi hukurmn} dalam rangka
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mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
periu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berencana.

Dalam Pasal 21 UUD 1945 diatur bahwa “Anggota Dewan Perwakilan
Raklat berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang.” Tata cara
pelaksanaan hak terse but kemudian diatur dalam UU No, 10 Tahun 2004 dan
Peraturan Tatb DPR RI. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa RUU yang berasal dari DPR
disusun berdasarkan Prolegnas. Namun dalam keadaan tertentu, DPR dapat
mengajukan RUU di luar Prolegnas. Dalam Peraturan Tata Tertb DPR diatur
juga bahwa sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR dapat mengajukan
usul inisiatif RUU. Usul inisiatif RUU sebagaimana dimaksud disampaikan
kepada Pimpinan DPR disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul
serta Nama fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi. Selain itu, penyampaian RUU tersebut juga disertai
dengan penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada
anggota mengenai masuknya usul RUU tersebut dan membagikannya
kepada seluruh anggota. Rapat Paripurna memutuskan, apakah usul
RUU tersebut dapat ditenma secara prinsip setelah diberikan kesempatan
kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan Rapat Paripurna
tersebut dapat menyetujui tanpa perubahan, atau menyetujui dengan
perubahan, atau penolakan. Dalam hal RUU disetujui dengan perubahan,
DPR menugaskan kepada Komisl, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus
{Pansus) untuk menyempumakan RUU tersebut Dalam hal disetujui tanpa
perubahan atau RUU sudah disempumakan, maka RUU tersebut langsung
disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar
Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan
pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR. RUU juga
disampaikan kepada Pimpinan DPD jika terkait dengan kewenangan DPD.

No | RUU/Peraturan DPR TAHUN | KETERANGAN |
1 | RUU tentang Badan Pemeriksa 2005 | Sudah diundangkan menjadi LA
Keuangan | No. 15 Tahun 2006
2 | RUU tentang Pomogeafi 2005 | Sudah diundangkan menjadi UUJ
No. 44 Tahun 2008
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dilanAgama

1'4 RUU Perubahan atas U Pera- |

i

No | RUUPeraturan DFR TAHUN | KETERANGAN
3 | RU tentang Ombusdman Repub- 2005 | Sudah diundangkan menjadi LU
lk Indonesia No 37 Tahun 2008
4 | RUU tentang Pemerintahan 2005 | Sudah diundangkan menjadi WU
Provingi DK) Jakarta Sebagai bu- No 28 Tahun 2007
kota Negara Kesatuan R | { 7
5 | Peraturan DPR tentang Tata Cara 2006 | Sudah diplenokan dan diserah-
Penyusunan Prolegnas dan Pem- kan ke BAMUS
bahasan RUU
& | Peraturan DPR tentang Taia Berac- 2006 | Ditangani di Badan Kehormatan
ara Badan Kehormatan :
7 | RUU PerubahanAtas UU 17/2003 2006 | Masihdalampembahasandi |
tentang Keuangan Negara Kornisi X (deadiock) > |
8 | RUU tentang Mata Uang 2006 | Mash dalam Pemnbahasan d
. Pansus Mata Uang
9 | RUUJIAMSOSTEK 2006 | Masih datam pembahasan di
| Komisi X
10 | RUU tentang Wilayah Negara | 2007 | Sudah diundangkan menjadi
' UU Na. 43 Tahun 2008
: LN No. 177 TLN: 4925)
1 | RUU tentang Gelar, Tanda Jasa & | 2007 | Sudsh diundangkan menjad
Kehormatan UL No. 20 Tahun 2009
12 | RUJ tentang Perubahan Kedua 2007 Sudah diundangkan menjadi
Alas L Nomor 5 Tahun 2004 W No. 3 Tahun 2008
lentang MA
13 | RUU tentang Perubahan Atas L 2007 | MK masih dalam pembahasan
Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK di Komisi [l
14 | RUU tentang Perubahan Alas LU 2007 | KY masih dalam pembahasan di
Nomor 2 Tahun 2004 tentang KY Komisilll
15 | RUJ Bendera, Bahasa, dan Lam- 2007 | Sudah diundangkan menjadi W
bang Negara serta Lagy Kebang- No. 4 Tatun 2009
saan |
4 RUU Bidang Peradilan: | Sedang dalam pembahasan d
Pansus |
1% |1 RUU Kekuasaan Kehakiman 2008 Sudah drsabkan menjadi WU
17 | 2 RUU Perubahan atas LU Pera- 2008 | Sudah disshkan menjadi U
dilan Urnurm
| 18 |1 RUU Perubahan atas W Pera- | 2008 | Sudah disahkan menjadi W
dilan TUN
19 2008 | Sudsh disahkan menjach UV

_J.
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No | RUU/Peraturan DPR TAHUN | KETERANGAN
20 | Rancangan Peraturan DPR tentang 2008 Sudah disahkan dalam Rapat
Penggunaan Lambang DPR 2608 | Paripuma
21 | RUU Pembangunan Perdesaan | 2008 Sedang dalam pembahasan d
Pansus — . i
22 | RUy Perubahan UU No 32 Tahun 2008 Sudah diundangkan dengan UJ
| 2004 No. 12 Tahun 2008
23 | RUU tentang Lahan Pertanian 008 | Sudah disahkan menjadi UJ
Pangan Berkelanjulan | 13
| 24 | RUU tentang Demokrasi Ekonomi 2009 | Sudah disampaikan ke Pimpi-
nan DPR
25 | RUU tentang Protokol 2008 Masih dalam penyusunan
2% | RUU tentang Praktik Keperawatan 2009 Sudah disampaikan ke Pimpi-
nan DPR J
27 | RUU tenlang Konservasi Tanah 209 Masih dalam penyusunan
dan Air
2 | RUU tentang Penanganan Konflik 2009 Masih dalam penyusunan
Sosial
29 | RUU tentnag Konservasi SDA 2009 Masih dalam panyusunan
Hayati
2 | RUU Otonomi Khusus Bali 2008 Masih dalam penyusunan

Usul inisiatif RUU sebagaimana dimaksud dapat juga diajuken oleh
Badan Legislasi. Khusus RUU yang menjadi usul inisiatif Badan Legislasi,
maka RUU tersebut disampaikan oleh Pimpinan Badan Legislasi kepada
Pimpinan DPR disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta
nama fraksinya. Selain itu, penyampaian RUU tersebutjuga disertaj dengan
penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis. Badan Legislasi dalam
menyusun RUU usul inisiatif DPR dapat melibatkan masyarakat.

Dalam penyusunan RUU usul inisiatif, Badan Legislasi bersikap
proaktif dengan mencermati berbagai persoalan yang muncul terkait dengan
peraturan perundang-undangan kemudian membingkainya dalam rumusan
RUU inisiatif, seperti ketika muncul wacana tentang calon independen atau
calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah, maka Badan
Legislasi kemudian mengusulkan RUU inisiatif Perubahan atas WU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan menjadi UU No.
12 Tahun 2008. Selain penyusunan, Badan Legislasi diminta oleh Pimpinan
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DPR ataupun alat kelengkapan DPR untuk membuat kajian terkait dengan
W paket politik, kajian atas munculnya calon perseorangan, kajian atas
putusan MK dan MA, dan lain sebagainya.

Selama periode tahun 2004-2009 Badan Legislasi telah melakukan

beberapa penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR RI, yaitu:

Berdasarkan data d atas, dapat dibuat suatu rekapitulasi jumlah RUU

dan Peraturan DPR yang telah dikerjakan oleh Badan Legislasi sebagai

berikut:

| Tahun Y Pt?r:?zﬁg;gR Jumiah

i FPerancangan i

" 2005 2 =
2006 3 2 5 r
2000 | 6 6 |

2008 7 1 8 |
209 7 7 j

JUMLAH TOTAL DARI TAHUN 2005-2009 2 '

Dalam penyusunan RUU inisiatif, Badan Legislasi menghadapi

beberapa kendala, yaitu:

1.

RUU inisiatif Badan Legislasi ketika sudah disetujui d tingkat Badan
Legislasi dan selanjutnya dibahas lebih lanjut d dalam Pansus atau
komisi untuk pembahasan tingkat | seringkali mengalami perubahan
yang tidak sesuai dengan substansi dan semangat awal penyusunan
RUU tersebut. Kondisi ini terjadi, karena sebagian besar anggota Pansus
kurang memahami semangat dan substansi awal RUU karena sebagian
besar anggota Pansus tidak mengikuti atau terfibat dalam pembahasan
RUU tersebut ketika masih d Badan Legislasi.

Dalam penyusunan RUU inisiatif belum ada batasan jangka
waktu penyelesaian, sehingga terkadang ada RUU yang begitu
cepat penyusunannya, tetapi ada juga RUU yang begitu lama
penyusunannya.

Dalam penyusunan RUU, terkadang RUU inisiatif oleh Badan Legislasi
kurang sepenuhnya mencerminkan semangat (Zeifgeist) yang muncul
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dan berkembang di Badan Legislasi. Karena RUU itu sebetulnya sudah
ada naskahnya dari masyarakat, tetapi diajukan penyusunannya sebagai
inisiatif Badan Legislasi.

4. Dalam penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR, terkadang
Badan Legislasi mengalami kendala dalam hal koordinasi dengan alat
kelengkapan lain, sebab tidak dipahaminya kedudukan Badan Legislasi
sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional Hal im
menghambat proses penyusunan dan pembahasan suatu RUU inisiatif
dan Peraturan DPR.

5. Dalam penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR kadang terkendala
masalah teknis berupa mekanisme kerja yang rigid, waktu legislasi
yang terbatas, serta tata hubungan dengan alat kelengkapan lain yang
kurang maksimal, sehingga dapat menganggu berlarut-larutnya proses
penyusunan RUU dan Peraturan DPR.

D. Harmonlsasl RUU Usul Inlslatif DPR

1. Pengertlan

Istilah harmonisasi berasal dari kata harmony yang berari
keselarasan, keserasian, kesesuaian, kecocokan, kerukunan atau
harmonize yang artinya berpadanan, seimbang, cocok, dan berpadu.
Istitah harmony (armony) muncul pertama kali pada abad 14 Masehi
yang menunjukkan struktur musik (melodi) yang komposisi dan
kombinasi antar notnya melahirkan alunan musik yang padu, merdu, dan
indah untuk didengarkan (Merriam-Webster's 11" Collegiate Dictionary,
2003). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998),
harmonisasi memiliki arti serasi, selaras, sepadan, dan sebagai lawan
dari kejanggalan dan ketidakselarasan. Selain itu, harmonisasi juga
berarti mencocokkan hal-hal yang tidak tertata baik secara proporsional
agar membentuk suatu keseluruhan sebagai satu sistem, sehingga
tercipta suatu keselarasan dan keserasian

Dalam ilmu hukum, harmonisasi atau pengharmonisasian
hukum merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode
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dalam melihat asas, norma, dan pranata hyukum dalam peraturan
perundang-undangan. Pengharmonisasian dilakukan untuk mengetahui
apakah ada konfik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan (gap/
aisparity), Inkonsistensi, dan inkompatibititas (mismatch) di dalam
peraturan perundang-undangan atau tidak. Jika ditemykan adanya
ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan, maka harus dilakukan
perbaikan dan penyempumaan, sehingga akan terwujud suatu peraturan
perundang-undangan yang nofma hukumnya memiliki: a). keintegrasian
(integration); b). keteraturan (regulfanty); c). keutuhan (wholeness); d).
keterorganisasian (organization); ©). koherensi antara komponen satu
dengan kompaonen lain (coherence), f). keterkaitan antara komponen
satu dengan komponen lain (connectedness), dan g). kesinergisan
antara komponen saty dengan komponen lain (inferdependency).

Daiamkontekspembentukanundang-undang, penghammonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang
atau yang lazim disebut penghammonisasian dilakukan sebagai upaya
untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan
konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan
peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat
maupun yang lebih rendah, dan hai-hat 1ain selain peraturan
perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling
bertentangan atau tumpang tindih {overiapping).

Dasar Hukum Pengharmonlsasian

Pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan
merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-
undangan, sekaligus sebagai upaya yang sistematis dan terukur untuk
menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian integral
yang uluh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian terhadap Rancangan Undang-Undang
didasarkan pada 2 (dua) ketentuan hukum, yaitu:

a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Pasal 18 ayat (2), yaitu:
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

e —— e —
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rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden,
dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang peraturan perundang-undangan.

b. Keputusan DPR Rl Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang
Peraturan Tata Tertb Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, bahwa tugas Badan Legislasi
sebagai pusat pembentukan undang-undang adalah melakukan
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
Rancangan Undang-Undang yang diajukanAnggota, Komisi, atau
(Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut
disampaikan kepada Pimpinan Dewan.

3. Mekanisme dan Teknis Pengharmonisasian

Pengharmonisasian secara umum dilakukan sebagai upaya
untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan
konsepsi suatu Rancangan Undang-Undang, tetapi secara prinsipil ada
3 (tiga) alasan diperlukan pengharmonisasian Rancangan Undang-
Undang, yaitu:

a  Peraturan perundang-undangan adalah bagian integral dari sistemn
hukum.
Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan,
kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-
undangan agar dapat berfungsi efektif dalam Kesatuan sistem
hukum yang integral. Pengharmonisasian dilakukan mengingat
bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu Sistem
hierarki yang memiliki keterkaitan dan saling tergantung dalam satu
kebulatan yang utuh. Dalam konteks hukum negara, Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dan
karena itu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila. Sementara Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara
dan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-
ndangan ¢ bawahnya. Selanjutnya, kekuatan hukum peraturan
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perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan. Sistem hierarki peraturan perundang-
undangan berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7
ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,

Peraturan perundang-undangan dapat diuji baik secara materiil
maupun formal

Kekuasaan kehakiman memiliki kéwenangan untuk menguij
{udicial review) atas Undang-Undang. Hal ini sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa
Mahkamah Agung berwenang menguji peraluran perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Kemudian Pasal 24 C ayat (1) menyalakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang menguiji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar.

Dalam kenteks ini penghamonisasian dilakukan sebagai upaya
preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian
peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman
yang berkompeten.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan
secara taat asas demi kepastian hukum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus
diiakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan
perundang-undangan yang baik, memiliki kepastian hukum,
dan memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan
sistemn, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis
penyusunan, serta pemberlakuannya dilakukan dengan membuka
akses dan peranserta masyarakat. Dengan adanya kepastian
hukum, maka tujuan negara menciptakan tujuan bersama yang
dinamis, tertib, dan teratur dalam kesatuan sistemn yang inlegral
akan terwujud. Untuk itulah periu dilakukan pengharmonisasian
terhadap peraturan perundang-undangan, sehtingga akan dapat
menjamin proses pembentukan dan kualitas produk peraturan
perundangan-undangan yang taat asas dan memiliki kepastian
hukum.
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Dalam prakiek pembentukan peraturan perundang-undangan,
pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dilakukan berkaitan
dengan dua aspek, yaitu:

1. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan

berkaitan dengan aspek konsepsi materi muatan yang
mencakup:

a

Pengharmonisasian materi muatan RUU dengan
Pancasila;

Pengharmonisasian materi muatan RUU dengan UUD Tahun
1945,

Penghamonisasian RUU dengan asas pembentukan dan
asas materi muatan peraturan perundang-undangan;

Pengharmonisasian materi muatan RUU secara horizontal
agar tidak tum pang tindih dan saling bertentangan, sebab hal
ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas
dalam penerapannya;

Penghamonisasian materi muatan RUU dengan konvensi/
perjanjian intermnasional;

Pengharmonisasian materi muatan RUU dengan putusan
Mahkamah Konstitusi atas pengujian terhadap undang-
undang; dan

Pengharmonisasian materi muatan RUU dengan teori hukum,
pendapat para ahli, yurisprudensi, hukum adat, norma-norma
tidak tertulis, rancangan peraturan perundang-undangan,
rancangan pasal demi pasal dalam RUU yang bersangkutan,
dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan undang-undang
yang akan disusun.

2. Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan berkaitan
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
mencakup: kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal
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khusus, ragam bahasa, dan bentuk peraturan perundangan
sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004.

Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian suatu RUU
dapat memanggil para pengusul RUU untuk dimintakan keterangannya,
atau memanggil para pakar baik akademisi ataupun prakfisi guna
dimintakan masukannya atas berbagai rumusan kaidah yang ada
dalam RUU tersebut. Kemudian dalam realisasinya, pelaksanaan
pengharmonisasian RUU Usul Anggota, komisi, dan gabungan komisi
oleh Badan Legislasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap pembahasan.
Tahap Pertama dilakukan dalam bentuk Panitia Kerja (Panja), dan Tahap
Kedua dilakukan dalam Rapat Pleno. Setiap RUU yang akan dilakukan
pengharmonisasian deh Badan Legislasi dibuat suatu kajian terlebih
dahulu secara utuh, baik terkait dengan materi muatan maupun teknis
penyusunannya. Selanjutnya dilakukan teknis pengharmonisasian
sesuai UJ Nomar 10 Tahun 2004 di dalam Rapat Panja Badan Legislasi.
Kemudian hasil pengharmonisasian di Rapat Panja diteruskan ke
pembahasan tahap kedua dalam Rapat Pleno Badan Legislasi. Di
sinilah masing-masing fraksi yang ada di Badan Legislasi memberikan
pendapatnya atas hasil pengharmonisasian: apakah menyetujui atau
menyetujui dengan catatan atau menolak RUU yang diusulkan untuk
diharmonisasikan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengharmonisasian Rancangan
Undang-Undang yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR R
selama periode tahun 2005-2009, maka dapat dilihat dalam bagan
pengharmonisasian RUU di bawah ini:

f PRIORITAS y
JUDUL RUU PENGUSUL PROLEGN STATUS |
4 RUU Pemekaran; Anggota Maret 2006
1 RW lentang Pembentukan 1 W Nomor 7 Tahun 2008
Kab Dogiyai di Provinsi tentang Pembentukan Kab
Papua; | Dogiyal o Provinsi Papua;
2 RUU tentang Pembentukan 2 W Nomor 8 Tahun 2008
Kah Puncak Jaya di Provinsi tentang Pembentulan Kab
Papua; Puncak Jaya d Provinsi |
Papua; |
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NO JUDULRUW PENGUSLIL

PRICRITAS
PROLEGN

STATUS

3 RW lentang Pembentukan
Aceh Barat Selatan di Provinsi
Manggroe Aceh Darussalam;
dan

4 RW tentang Pembentukan
Aceh Lauser Antara d Provins
Nanggroa Aceh Darussalam

2 16 RLA) Pemekarar, Anggota

1 RUW tenlang Pembentukan
Kabupaien Sumba Tengah
dan Kabupaten Sumba
Barat Deya d Provinsi Nusa
Tenggara Timur

I RUJ tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, Kota
Kolamobago, Kabupatsn
Kepulauan Sitaro dan
Kabupaten Minahasa
Tenggara di Provinsi Sulawesi
Utara

1 RW tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara
d Provinal Gorontalo

4 RW tentang Pembentukan
Kota Tua d Provinsi Maluku

5, R tentang Pembeniukan
KabupatenNduga, Kabupaten
Lanry Jays, Kabugiaten Yalmo
dar Kabupaten hWemberamo
Tengah d Provinsi Papua

Mei 2006

1 UU 3 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten
Sumba Tengah d Provinsi
Nusa Tenggara Timur

UJ 16 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten
Sumba Barat Daya di
Provinsi Nusa Tenggara
Turkr

Uy 10 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara
di Provinsi Sulawesi Utara
UJ 8 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara d

. Uu 11 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten
Gorontalo Wara d Provinsi
Gorontalo

Uu 31 Tahun 2007
Pembentukan Kota Tual df
Provingl Maluku

Uy 6 Tahun 2008
Pembeniukan Kabupaten
Nduga & Provinsi Papus
Uu 5 Tahun 2008
Pembantukan Kabupaten
Lanny Jaya o Provinsi
Papua

Uu 4 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaien
Yalimo d Provinsi Papua
UU 3 Tahun 2008
Pembeniukan Kabupaien
Mamberamo Tengah di
Provinsi Papua
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JUDULRUU

PENGUSWL | pooLEGN

PRIORITAS

STATUS

7

1.

RUU tentang Pembantukan
Kabupaten Toraja Utara di
Sulawasi Selatan

RUU tentang Pembentukan
Kabupaten Boolang
Maongondow Timurdi Sulawes:
Utara,

RUU tentang Pembentukan
Kabupaten Boolang
Mongondow Selatan di
Sulawesi Utara

RUU tentang Pembentukan
Maluku Barst Daya d Provinsi
Maluku

RUJ tentang Pembentukan
Kabupaten Buru Selatan d
Provinsl Maluku.

RUUJ tentang Pembentukan
Kabupaten Anambas di

Provinsi Kepulauan Risu,

RUU tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Pravinsi
Sumatera Utara.

RWJ tentang Pembentukan
Kabupaten Mias Barat di
Provimai Sumatera Utars

.RUYJ tentang Pembentukan

Mias Utara di
Sumatera Utara

Provinsi

RUU tentang Pembentukan
Kabupatsn Mesuj d Provinai
Lampung

RUU tenlang Pembentukan
Kabupsaten Tulang Bawang
Barat d Provinsi Lampung

RUU tentang Pembenlukan
Kabupaten Pringsewu di
Provinsi Lampung

(| n

7 UU 28 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten
Torga Utara & Provinsi
Sulawesi Selatan

8 UU 29 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondaow Tumur
d Provinsi Sulawesi Uara

8 UJ 30 Tahun 2008
Psmbentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow
Selatandi Provinsi Sulawes:
Wtara

10 UL 31 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten

Maluku Baral Daye di

Provinsi Maluk

Uu 32 Tehun 2008

Pembeantukan Kabupaten

Buru Selatan d Provinsi

Maluku

12 UU 33 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten
Kepulauen Anambas di
Provinsl Kepulasan Rlau

1. UJ 47 Tahun 2008
Pambentukan Kots
Gunungsitoli d Provins:
SumateraUtara

14.UU 46 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten |
Nige Barat di Provinsi |
Sumatera Utarn

15 UU 45 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten
Nias Utara di Provinsi
Sumatera Utara

16 -

17 UU 50 Tahun 2008
Pembeniukan Kabupatén
Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung

8 UU 48 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten
Pringsewu di Provinsi
Lampung
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JUDULRUU

PENGUSUL

PRIORITAS
PROLEGN

STATUS

19 RUU tentang Pembeniukan
Kabupalen Maybrat diProvinsi

Papua

20 RUU tentang Pembsntykan
Kabupaten Deiyai di Provinsi
Papua

21 RUU tenlang Pembentukan
Kabupatan Intan jaya di
Provinsi Papua

2 RUU tenlang Pembantukan
Kabupaten Tambrauw di
Provinsl Papua

23, RUU temang Pembentukan
Kabupatan Sabu Raijup di
Provinsi Nusa Tenggara
Tirmwur

2 RUU lentang Pembenbukan
Kota Berastagi di Provinsi
Sumaters Ltara_

25 RJU tentang Pembentukan
Kabupalen Pulau Morots di
Provinsi Maluly Ltara

26 RUU tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan Oi
Provinsi Barlen

27 RUU tertang Pembentukan
Provinsi Taparuli d Provins)
Sumateralftara,

28 RUU iantang Perubahan
Facn i LTrclange Lingleng
Momer 53 Yo B0y
Pambeniulan Kebupzian
Poamiguaes 0, M LW R iy

{28 e 58 Tanue 1009

Uy 13 Trhuw 2008
P T Lt ) bt

hawybe 1 Provins Panm
Basl

JUDT 36 Tahun Zaol
Pambentusan Katupien
Dmbyud o] Prritesl P

ZhUU 54 Tamun 2008
PrertdaetiLaan
tnlar Jayes 8 Provires

Famp

Pemianty, KookEupom
Temebiraus o Provlinl
P apiEn

23U %2 Tehun 2008
Pttt FHUpEan
Aaty Anlem 6 P
Nusa Tanggara Tumir

24 -

%5 UU 53 Tahun 2008
Pembenlukan Kabupaten
Pulan Morotai di Provinsi
Mahiky Ltara

26 UU 51 Tahun 2008
Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di
Provingi Banlen

e =

il

iU M Tshen 20408
Perubuiban Hetigs dss
Undnrsg-Undang Mornge
51 Tahie 1950 Tyamng
P i i b St bt
Pulalpwnn, Pahafubidn
FRahmn Huu, Kxgpan
Fokan (HHr, Kabu dalan
Blok, Habrgatun Katitag
Katiupaiee - Melliowm
Kabuipaimn Kudmlad
Singrw, o Hire Batem
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JUDUL RWJ

PENGUS L

PRICRITAS
PROLEGN

| STATUS

15 RUL Pemekaran;

1

10

1

12

13

RUU tentang Pembentukan
Kabupaten Morowai Utara di
Provinsi Sulteng

RUU lentang Pembentukan
Kabupaten Grime Nawa d
Provinsi Pepua

RUU tentang Pembentukan
Kola Reha d Provinsi Sultra
RUU tentang Pembentukan
Kabupaien Muna Baral d
Provinsl Sultra

RUU tentang Pembantukan
KabupetesnRokanDanssalam
di Provinei Riau

RUUJ tentang Pembentukan
Provinai Kedmantan Utaa d
Provinal Kattim

RUU lentang Pambentukan
Kabupaten Papua Tengah d
Provinsi Papua

RUU tentany Pembentukan
Kabupaten Pesist Barat d

Provinslampung

RUU tentang Pembentukan
Kabupatsn Kolaka Timur d
Provinsl Sultra

RUU tentang Pembeniukan
Kabupaten Musi Rawas
Utara d Provinsl Sureel
R tentang Pembentukan
Kabupalen Manokwari
Selatan Papua di Provinsi
Papua Baorat

RUU tentang Pembentukan
Kabupalsn Banggal Laut di
Provinal Sulfra

RUU tentang Pembentukan
Kabupaten PegununganArfak
d Provinsl Papua

RUW tentang Pembentukan
Provinsi Papua Selatan d

ini Fapua

15.RUV tentang Pembentukan

Kabupaien Penukal Abab
Lematang Nr d Provinsi
Sumsel

Arggota

RUU {entang Perpustakaan
Nasionat

Kormisi X

Nov 2007

2007

W 4 Tahun 2007 tentang

| Perpustakaan
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FRIORITAS

NO JUDULRUY PENGUSUL | oo cen STATUS
6 | RUU tentang Kepariwisataan Komisi X 2007 W 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisalaan
7 | RW tentang Perposan Komisi | 2008 Su#ldsaﬂtanmeniadw_.
8 | RUU lentang Kesejahtarasn | Komisivill 2008 W 11 Tahun 2009 tentang
Sosial Kesejahteraan Sosial
9 | RUW tentang Minyak dan Gas | Komis: Vil 2008 | U 4 Tahun 2008 tentang
Bumi | Mineral dan Batubare
0 | RW tentang Perfilman Komisi X 2009 Sudsh disahkan menjadi LU
1 | RUW lentang Perlindungan dan | Komisi VIl 2009 ' Sudah disahkan menjadi LU
Pengelolaan Lingkungan Hdup
12 | RUU Panitia Penyelesaian | KomisiXI 2000 Dipending untuk diperbaiki oleh |
Piutang Negara (PUPN} KomisiXl :
13 | RU Pengelolaan Zakat Komisivill 208 sudsh disampaikan kepada
Pimpinan DPR
14 | R Arsitek Komnisi \ 2009 sudah disampaikan kepada
Pimpinan DPR
15 | RUUJ Perikanan Komisi M 2009 Sudah disahkan menjadi UU
1% | RUU Pendidikan Kedoktaran Kormiai X 2009 sudah disampaikan kepada
Pimpinan DPR
17 | RUU Pengendalian Produk | Anggota 2009 sgdah disampaikan kepada
Tembakas levhadap Kesehatan Pimpinan DPR
% | 13 R\W Pemekaran: Anggota 2008 Sudah disampaikan kepada

1 Provinsi Buton Raya, Prov
Sulawesi Tenggera

2 Kab Kutai Pesisir, Prov
Kalimantan Timur

3 Kab Buton Tengah, Prov
Sulawesi Tenggara

4. Kab Buton Salatan, Prov
Sulawesi Tenggara

5 Kab Konawe Kapulauan, Prov
Sulawesi Tenggars

6 Kota Meurake, Prov Papua

7  Kab Mumen, Prov Papua

8 Kab Maibral Sau, Prov

Papus

O pxh Matemol Py Pamus

tt.Weh. Luwy Tengeh Prer
i 1 Lo wrmrd 2 by

t.4nk. Penguederan, Prow
Awarn Bl

12 1kak Pulsy Tafinge, Phoy
Pt 1 '

14 Pooy Kapo s, Proe
Pt i url

Pimpinan CPR dengan catalan
sebelum dibahas harus
dimasukkan sebagal daftar
dalam Prolegnas prioritss 2008
Sadangkan unfuk persyaratan
yang belum lengkap untuk

Hengkapi teriebih dahulu
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Berdasarkan data di atas, maka dapat dibuat rekapitulasi
harmoenisasi RUU yang telah dikerjakan oleh Badan Legisiasi sebagai
berikut:

Tahun | RUJ Hamonisasi Jumiah
2005
2006 | 4 RUU Pemekaran 2

16 RUU Pemekaran

2007 | 43 RUU Pemekaran 45
RUU Perpustakaan Naslonal
RUU Kepariwisataan

2008 | RU tertang Kesejahteraan Soslal 3
RUU tentang Perubahan alas UU Nomer 22 Tahun 2001
lentang Minyak dan Gas Bumi

RUU lentang Perposan

2009 | RUU tentang Perfilman 2 |
RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

RUU Panitia Penyelesalan Pistang Negara (PUPN)

RUU Pengelolaan Zakat

RUU Arsitek

RUU Perikanan

RUU Pendldikan Kedokteran

RUU Pengendalian Produk Tembalaw terhadap Kesehatan
13 RUU Pemekaran

JUMLAH TOTAL DARI TAHUN 2005-2009 A

Demikianlah beberapa pengharmonisasian Rancangan Undang-
Undang yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi DPR Rl Periode
2005-2009. Untuk melengkapi data pengharmonisasian di atas dan
sekaligus sebagai petunjuk tentang bagaimana pengharmonisasian
tersebut dilakukan, maka di Lampiran diberikan 2 (dua) contoh
pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang yang pemah dilakukan
oleh Badan Legislasi DPR RI.
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4. Kendala dan Tantangan dalam Proses Pengharmonisaslan

Dalam proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang,
baik yang diajukan oleh Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi
kepada Badan Legislasi kadangkala ditemukan beberapa kendala atau
masalah, seperii

1. Penjadwalan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang
selama ni bersifat tentatif, sehingga dalam prakieknya agak
menyulitkan dalam proses pelaksanaan maupun penargetan
penyelesaiannya.

2 RUU yang masuk ke Badan Legislasi untuk diharmonisasikan
kebanyakan berupa RUU yang secara substansi (materi muatan)
maupun teknis penyusunannya masih belum utuh dan sesuai
dengan tujuan penyusunannya, terlebih lagi ada beberapa
RUU yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah tetapi karena
prosesnya sangat lama, maka kemudian dimasukkan sebagai RUU
inisiatif DPR yang harus diharmonisasikan oleh Badan Legisiasi.
Kondisi ini terkadang juga diperparah karena pengusul kurang
menguasai substansi RUU yang diusulkan untuk diharmonisasi
tersebut.

3. Pengharmonisasian RUU oleh Badan Legisiasi seringkali oleh
Pengusul hanya dipahami semata-mata mengharmonisasikan
teknis penyusunan RUU tersebut berdasarkan UL Nomor 10 Tahun
2004.

4,  RUU pemekaran yang diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian
dalam banyak hal cenderung formalitas sebab lebih kental dengan
kepentingan tertentu dan kurang dilengkapi dengan beberapa
persyaratan yang memadai, yaitu:

a. persyaratan administratif pembentukan daerah otonom baru
tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

b. syarat teknis sesuai Pasal 5 ayat (4} UU Nomor 32 Tahun
2004 di mark up dan kurang mencerminkan kenyataan riil di
lapangan;
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c.  syarat fisik sesuai Pasal S ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004
kurahg terpenuhi dengan baik, serta terkadang masih ada
perdebatan mengenai lokasi calon ibukota kabupaten/kota
atau provinsi, seperti yang terjadi pada pemekaran Kabupaten
Maybrat Papua Barat dengan ibukota Kumurkek Distrik
Aifat sebagaimana yang diatur dalam UU 13 Tahun 2009
Pembentukan Kabupaten Maybral d Provinsi Papua Barat
Hal ini menyalahi has i Musyawarah Adal Masyarakat Maybrat
dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (BAPEKAM)
yahg lelah menunjuk Fategomi sebagai ibukota Kabupaten
Maybrat, sehingga ketika diajukan judicial review status
ibukota Kumurkek Distrik Aifat dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi.

Dengan mencermati adanya beberapa kendala atau masalah di

atas, Maka diperiukan upaya perbaikan ka depannya, yaitu:

1.

Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tug as pengharmonisasian,
maka sebaiknya dibuat mekanisme dan tahapan kerja yang dapat
dijadikan pedoman dalam melakukan pengharmonisasian terhadap
RUU yang masuk ke Badan Legislasi. Sehingga dapat dilakukan
proses hafMgonisasi sesuai tata kerja dan tenggat wakiu sebaiknya
suatu RUU diharmonisasi oleh Badan Legislasi. Dangan demikian
penjadwalan dan penargetan harmonisasi RUU menjadi lebin
terencana dan lebih dapat diatur untuk dilaksanakan lebih baik
lagi.

Setiap RUU yang diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian,
semestinya bukan semala-mata formil dilengkapi dengan draft
RUU dan naskah akademis. Tetapi benar-benar merupakan
RUU yang secara umum memenuhi kualifikasi peraturan
perundang-undangan, baik dari sisi materi muatannya maupun
teknis penyusunannya. Hal ini untuk memudahkan proses
pengharmonisasian dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik
lagi.

Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian RUU
meliputi substansi (muatan materi) dan teknis penyusunan

BADAN LEGISLAS|I DPR RI
KINERJA DAN EVALUAS| PERIODE 2004-2009



RUU. Dengan demikian diharapkan setiap RUU yang telah
diharmonisasikan oleh Badan Legsiasi merupakan RUU yang
secara substansi (materi muatan) belum pemah diatur sebelumnya,
materi muatannya sesuai dengan tujuan RUU tersebut disusun,
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya, serta secara teknis penyusunan RUU selaras dengan
ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik,
maka Badan Legislasi perlu membuat informasi mengenai teknis
dan aturan pengharmmonisasian RUU yang mudah dipahami oleh
pengusul dan stakeholders terkait.

4. RUU pemekaran semestinya didasarkan pada studi kelayakan
dan perkiraan {forecasting) penyelenggaraan otonomi daerah
untuk setiap kabupaten/kota atau provinsi yang akan dibentuk
termasuk daerah induknya, sehingga pengharmonisasian
RUU pemekaran benar-benar sesuai dengan persyaratan dan
mencerminkan keinginan semua pihakf/unsur terkait. Dalam
konteks pengharmonisasian RUU pemekaran persetujuan DPRD,
bupatifwalikota ataupun gubemur di samping harus sesuai dengan
PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga sesuai dengan
representasi nil masyarakat di daerah induk maupun daerah
vang akan dimekarkan, sehingga proses pembentukan suatu
daerah menjadi lebih selektif dan mencerminkan representasi dan
kebutuhan pihak/unsur terkait.

E. Kunjungan Kerja Untuk Mencarl Masukan RUU

Betiap perencanaan dan psmbentukan undang-undang yang dilakukan
oleh Badan Legislasi memerlukan partisipasi masyarakat dan perluasan
wawasan serta pengetahuan dari berbagai negara. Bebagaimana diatur
dalam Keputusan DPR Rl Nomor 08/DPR RI//2005-2006 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pasal 42
ayat (2) huruf e, Badan Legisiasi dapat mengadakan kunjungan kerja dalam
rangka menyerap aspirasi masyarakat dan studi banding untuk memperluas
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wawasan, pengetahuan dan masukan dalam rangka penyiapan Rancangan
Undang-Undang.

Kunjungan kerjadan studi banding merupakan upaya untuk mempercleh
masukan, usulan, dan pengetahuan substantif sebuah Rancangan Undang-
Undang. Masyarakat harus mengetahui, memahami, bahkan memberikan
masukan dan pemikiran terhadap peraturan yang berlaku secara nasional.
Semakin baik usulan dan pemikiran dari masyarakat, membuat penyusunan
Rancangan Undang-Undang semakin sempurna yang selanjutnya dapat
diberiakukan karena telah memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dari
masyarakat luas.

Secara umum kunjungan kerja dan studi banding dalarn penyiapan
dan penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan dalarn rangka;

1. Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh Badan Legislasi
peru diketahui masyarakat karena peraturan tersebut akan berdaku
secara nasional,

2. Dasar pemikiran dan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang
periu diketahui masyarakat dan melibatkan partisipasi mereka dalam
penyempurnaan sebelum diputuskan dalam pembahasan di Badan
Legislasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal Pasal
53, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis
dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang
dan rancangan peraturan daerah.

3. Perkembangan hukum maupun perundang-undangan tidak lepas dari
perkembangan dan pengaruh global. Karena ity perlu pengetahuan
perkembangan hukum di negara-negara lain, demi penerapan hukum
yang 5esuai dengan kebutuhan nasional.

Adapun tujuan dilakukannya kunjungan kerja dan studi banding
adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan uj publik atas Rancangan Undang-Undang
yang sedang disusun.
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2. Menyebariuaskan dan menyosialisasikan dasar pemikiran dan
rincian pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang
disusun.

3 Meminta tanggapan dan masukan pemikiran substantif maupun teknis
untuk perbaikan Rancangan Undang-Undang yang disebarluaskan saat
kunjungan kerja;

4. Melakukan perbandingan (komparasi) Rancangan Undang-Undang
dengan undang-undang sejenis yang berlaku d negara lain.

5 Memahami dan mengetahui latar belakang, dasar pemikiran, dan
pengaturan dalam undang-undang sejenis yang berlaku di negara
lain untuk memperkaya dan menyempumakan Rancangan Undang-
Undang.

6. Menambah pengetahuan tentang sistem penyiapan penyusunan
undang-undang d negara lain.

Kunjungan kerja dan dalam rangka penyebariuasan dan memperoieh
masukan untuk penyempumaan penyusunan Rancangan Undang-Undang
yang dilakukan pada suatu provinsi atau negara, selama ini dilakukan
terhadap:

1 Kalangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota maupun institusi pemerintahan alau negara
d daerah.

2. Kalangan civitas akademika d daerah bersangkutan.

3. Kalangan kelompok kepentingan atau masyarakat yang secara khusus
berkaitan atas pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang d daerah
bersangkutan.

Jika kunjungan kerja lebih banyakdilakukan ke provinsi-provinsi, maka
studi banding lebih banyak dilakukan terhadap negara-negara lain. Selama
ini dilakukan terhadap:

1. Negara-negara yang memiliki sistem ketatanegaraan yang hampir sama
maupun berbeda, bergantung kepada tujuan spesifik dalam memperiuas
pengetahuan tentang negara tersebut.
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Institusi pemerintahan maupun parlemen di negara bersangkutan.

Kalangan civitas akademika maupun kelompok kepentingan atas sebuah

peraturan perundang-undangan di negara bersangkutan.

Observasi langsung atas sebuah mekanisme penyusunan Rancangan

Undang-Undang maupun obyek yang diatur dalam Undang-Undang.

Kunjungan kerja dan studi banding yang telah dilakukan Badan
Legislasi DPR Rl periode tahun 2004-2009, sebagai berikut:

MASA PERSIDANGAN

TEMPAT

TUJUAN

Masa Persidangan (112004
2005

Provinsi Sumatera Utara:
Universitas Sumatera
Utara

- Universitas Negen Medan
Universitas Nomensen

Provinsi Jawa Timur :
Universitas Airlangga
Universitas Negeri
Surabaya

- Universitas Brawijaya

- Universitas Muhammadiyah
Malang

Provinsi Sulawesi Utara:

- Universitas Sam Ratulangi
Universitas Negeri
Manado
Universitas Kristen
Tomohon

Memperoieh data-data untuk
penyusunan Rancangan
Undang-Undang.

Masa Persidangan | 2004-
2005

Provinsi Bali

- Universitas Udayana

- Institut Hindu Darma Negeri
Denpasar

Provinsi Kepulauan Riau :

- Universitas Internasional
Batam
STIE Ibnu Sina

- Universitas Balam

Menyebarlvaskan dan

mencari masukan atas

- RUU Perubahan atas
UU Nomor3Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
RUU Parubahan atas
UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara
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MASA PERSIDANGAN

TEMPAT

TUJUAN

Provinsi Sulawesi Tenggara;

Universitas Haluoleo
STAN Sulawesi Tenggara
Universitas Sulawesi
Tenggara

RUU tentang
Penghapusan
Diskriminasi Ras dan
Etnis

Masa Persidangan | 2005~
2006

Provinsi Jawe Tengah.

Pemprov Jawa tengah
Universitas Diponegoro
Universitas Islam

Suftan Agung Semarang
Universilas Negeri
Semarang

Provinsi Dl Yogyakarta :

Pemprov Dl Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada
Urniversitas Katolik
Atmajaya

Universitas Negeri

Yogyakarta

Pemprov Sumatera Baral
Universitas Andalas
Padang

Universitas Ekasakti
Universitas
Muhammadiyah
Universitas Bunyg Hatta
Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)

Menyebarluaskan dan

mencari masukan untuk

penyusunan:
RUU Perubahan atas
U Nomor3Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

- RUU tentang Mata
Uang

- RUU Perubahan atas
UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan

Negara

Masa Persidangan [12005-
2006

Provinsl Lampung:

Pemprov Lampung
Perwakilan LSM dan
Masyarakat

Perwakilan Serikat Pekerja
Universitas Lampung
Universitas Saburai
Universitas Tulangbawang
Universitas Bandar
Lampung

Meanyebarivaskan dan
mencari masukan untuk
penyusunan;

- RUU Perubahan atas
UL Nomor3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

- RUU Perubahan alas
UL Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara
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NO | MASA PERSIDANGAN TEMPAT TUJUAN
5 | Masa Persidangan IV 2005- | Provinsi Jawa Barat - Menyebarluaskan dan
006 - Pemprov Jawa Barat mancari masukan untuk
- LVRI, DHN 45, Perwakilan | penyusunan:
Kodam Silwangi dan Poida | - RUU tentang Wilayah
Jabar Negara
- Universitas Parahyangan {- RUU tentang Gelar,
Bandung Tanda Jasa, dan Tanda
Provinsi Sulawesi Utara: Kehormatan
Pemprov Sulawesi Ulara
- LVR| DHN 45, Perwakian
Kodam dan Polda Sulut
- Universitas Sam
Ratulangi
6. | Masa Persidangan IV 2005- | Studi Banding ke Argentina | Melakukan siudi banding
2006 dan Brazl tentang:
- RUU tentang Wilayah
Negara
7. | Masa Persidangan | 2006- | Provinsi Kepulauan Riau - Menyebarluaskan dan
2007 - Pemprov Kepulauan Riau | mencan masukan untuk
LVRI, DHN 45 Kepualaun | penyusunan.
Riau - RUU tentang Wilayah
Uriversilas Inlernasional Nagara
Batam RUU tentang Gelar,
Universitas Balam Tanda Jasa, dan Tanda
Provinsi Papua : ianamiatan
- Pemprov Papua
- LVRI, DHN 45 Papua
- Universitas Cendrawasih
Kunjungan ke perbatasan
Papua-Papua Nugim
8 | Masa Persidangan I Provinsi Sumatera Selatan; Menyebarluaskan dan
2006-2007 - Pemprov Sumatera | mencari masukan untuk
Selatan penyusunan:
- Universitas Sriwijaya | - RUU tentang Mahkamah
Palembang Agung {MA)
- Universitas Palembang = RUU tentang Mahkamah
- AN Raden Patah Konstitusi (MK}
- RUU tentang Komisi
Yudisial (KY)
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NO | MASA PERSIDANGAN

TEMPAT

TUJUAN

Provingi Jawa Timur :

Pemprov Jawa Timur
Universitas Aiflangga
Universitas Bhayangkara
Surabaya

1945
LM

Provins1 Kalimantan Baral:

Pemproy Kalimantan
Barat
Universitas Tanjungpura

LSM

Universitas 17 Agustus

2006-2007

9 | Masa Persidangan

Studi Banding ke Indla

Meiakukan studi banding
dan pengetahuan tentang:
Proses iegisiasi d India
- RUU tentang Wilayah
Negara
RUU tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan

2006-2007

m—

10 | Masa Persidangan ill

Provins! Sumatsra Utara:

Pemprov Sumatera Utara
Unlversitas Sumatera
Utara

Universitas [slam Sumatera
Utara

Universitas Nomansan

Provinsl Sulawes| Selatan:

Pemprov Sulawesi Selalan
Pengadilan Tinggi
Makassar

Pengadiian Tingg Agama
Makassar

Peradilan Tata Usaha
Negara Makassar
Unlversitas Hasanuddin
Makassar

Universitas Muslim
Indonesia (UMI)
Universitas 45 Makassar
LSM

Msnyebariuaskan dan

mencari masukan untuk

penyusunan:

- RUU tentang Mahkamah
Agung (MA)

- RWJ tentang Mahkarmah
Konstitusi (MK}

- RUU tentang Komisi
Yudisial (KY)
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NO | MASA PERSIDANGAN TEMPAT TUJUAN
Provinsl Dl Yogyakarta :
Pemprov D Yogyakarta
- Ke]aksaan Tinggi DI
Yogyakarta
- Umversitas Gadjah Mada
- Unmversitas Istam Indonesia
(U
- Universitas Katolik
Amajaya
1 | Masa Persidangan Il Studi Banding ke Spanyol, | Melakukan studi banding
2006-2007 Rusia, dan Polandia dan observasi tentang
sistem kekuasaan
kehakiman, sistem peradilan
dan pengawasan hakim,
serta mencarn masukan
untuk penyusunan:
RUU tentang Mahkamah
Agung (MA}
- RUU tentang Mahkamah
Konstitusi (MK)
- RUU tentang Komusi
Yudisial (Y}
12. | Masa Persidangan M Menyebarluaskan dan

2008-2007

Provinsi Sumalera Barat:

Pemprov Sumatera Barat
Universitas
Padang
Universitas Ekasakti
Universitas
Muhammadiyah

Andalas

Provinsi Jawa Tengah:

Pemprov Jawa Tengah
Bupati %e Jawa Tengah
Universitas Negari
Semarang

Universitas Kristen Satya
Wacana

Universitas Negeri Sebelas
Maret Solo

Provinsi Nusa Tenggara Barat

{NTB):

PemprovNTB
Universitas Negeri
Mataram
UniversitasMuhammadiyah
Mataram

Universitas Nahdlatul
Walhan

LSM

mencari masukan untuk

penyusunan;
- RUU tentang
Pengelolaan  Laahan

Pertanian Pangan Abadi
{(LPPA)

- RUU tenlang Bender,
Bahasa, Lambang
Negara, dan Lagu
Kebangsaan
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MASA PERSIDANGAN

TEMPAT

TUJUAN

13.

Masa Persidangan Il
2007.2008

Studi Banding ke Perancis,

Luxernburg, Beigia

Melakukan studi banding

dan mempelajari tentang:
pelaksanaan kekuasaan
legisiass Uni Eropa

- penyusunan dan
pengelolaan rancangan
peraturan perundang-
undangan d Parlemen
Uni Eropa
sistem pendukung yang
membanlu pslaksaan
pembentukan paraturan
perundang-undangan d
Parlemen Uni Eropa
sistem informasi
legislasi delam
rangka mendukung
pembentukan peraturan
serta penyebarluasanya
ke negara-negara Uni

14.

Mazsa Persidangan IV
2007-2008

Provins! Maluku;

Pemprov Maluku
Universitas Pattimura

Provinsi Kalimantan Tengeh:

Pemprov Kalimantan
Tengah

Universitas Lambung
Mangkurat

Provinsi Bali.

Pemprov Bali, Bupali se-
Bali, Majelis Utama Desa
Pakraman (MOP) Bai
Universitas Udayana Bali
Universitas Warmadewa
Pemkab Klungkung
dan Kepala Desa se-
Klungkung

Pemkab Karang Asem dan
Kepala Desa se- Karang
Asem

Nelayan Pengolah lkan
Tuna di Desa Kusamba,
Klungkung

Camat dan Para Petani
anggota Subak di Desa
Sidemen, Karang Asem

Menyebariuaskan dan

mencari masukan untuk

penyusunan;

- RUU tentang
Pembengunan
Perdesaan

BADAN LEGISLASI DPR RI
KINERJA DAN EVALUASI PERIODE 2004-2009




MASA PERSIDANGAN

TEMPAT TUJUAN

15.

Masa Persidangan IV
2007-2008

Studi Banding ke Yordania dan | Melakukan studi banding

Sefandia Baru dan mempelajar tentang:

- perkembangan dan

pelaksanaan legislasi di

Yordania/Selandia Baru

| - penyusunan dan
penhgelolaan rancangan
peraluran perundang-
undangan & Yordania/
Selandia Bany,

- sistem pendukung
dan anggaran yang
membantu pelaksanaan
pembeniukan peraturan
perundang-undangan
d Yordania/Selandia
Banu,

- sistem informasi
legislasi dalam
rangka mendukung
pembentukan
pefaturan perundang-
undangan Serta
penyebariuasannya ke
masyarakat d Yordania/
Selandia Baru

- pelaksanaan dan
konsistensi proses
legislasi d Yordania
dengan konstitusi dan
hukum Islam

- pandangan Yordania
terhadap perkembangan
hukumintemasionaldan
mekanisme ratifikasi d
Yordania

16.

Masa Persidangan |
2008-2009

Provinsi Nanggroe Aceh | Menyebarluaskan dan
Darussalani {NAD): mencari masukan untuk

- Pemprov NAD penyusunan:

- Unlversitas Syah Kuaia - RUU tentang

- 1AIN Ar Raniry Pembangunan

- Universitas Abulyatama Perdesaan

- Pemkab Aceh Besar

- Masyarakat Gampong
Lambaro (Desa Pertanian}

- Masyarakat Gampong
Lambada Lhok (Desa
Nelayan)
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NO | MASA PERSIDANGAN

TEMPAT

TUJJAN

Provinsi Sulawesi Utara:

- Pemprov Sulawesi Ulara
Liniversitas Sam Ratulangi
Universitas Negeri
Manado

- Universitas Kristen
Tomachon

Provinsi Papua:

- Pemkab Jayapura

- Universitas Cendrawasih

- Universitas YAPIS
Sekolah Tinggi limu Sosial
dan Politk Slas Pare-Pare

17. | Masa Persidangan
2008-2009

Provins: Dl Yogyakarta :
Pemprov D1 Yogyakarta

- Universitas Gadjah Mada
{UGM)
Universitas Islam Indonesia
(Ul
Universitas Pembangunan
Nasiomal (UPN) Veteran

Provinsi Jawa Timur,

- Pemprov Jawa Tirmur
Universitas Airlangga
lkatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEl) Wilayah
Propinsi Jawa Timur

- Universitas Pembangunan
Nasional (UPN) Veteran
Surabaya

- Universitas 17 Agustus
1945

Provinsi Kalimantan Timur

- Pemprov Kalimantan
Timur
Universitas Lambung
Mangkurat (Unlarm)

- Universitas 17 Agustus
1945
Universitas Kutai
Kartanegara

- LS

Menyebarluaskan dan

mencari masukan untuk

penyusunan:

- RLUU tenlang Demokrasi
Ekonorm
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MASA PERSIDANGAN

TEMPAT

TUJUAN

18.

Masa Persidangan M

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menyebarluaskan dan

2008- 2009 (NTT). mencari masukan untuk
- Pemprov NTT penyusunan:
- Universitas Nusa Cendana | - RUU tentang Demokrasi
- Universilas Kalolik Widya Ekonomi
Mandira
- Universilas Kristen Artha
Wacana,

Provinsi Kalimantan Selatan

- Pemprov Kalimantan
Selatan

- Univarsitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin

- |AIN Antasari, Banjarmasin

- Universitas Ahmad Yani,

Banjarmasin
Stud Banding ke Lebanon dan | Melakukan studi banding
Swedia dan mempelajari tentang:

- Perbandingan dan
pelaksanaan demokrasi
ekonomidil ebanon

- perkembangan dan
pelaksanaan legislasi d
Swedia

Kunjungan kera dan studi banding yang dilakukan Badan Legislasi
tersebut menunjukan bahwa kegiatan terse but diperiukan untuk memperoleh
masukan dan pengayaan pengelahuan daiam rangka penyusunan Rancangan
Undang-Undang. Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang diperiukan
untuk melibatkan masyarakat secara luas dan mengikutsertakan mereka
untuk berpartisipasi secara aktif.

Kendala dan Tantangan dalam Kunjungan Kerja dan Studi Banding

Kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan Badan Legislasi
dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dan memperbaiki sistem
perancangan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan selama ini
berjalan cukup baik. Namun, tak dapat dipungkiri pula bahwa kegiatan yang
berjaian selama ini masih memiliki sejumiah kelemahan, seperti:
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1. Kekurangsiapan institusi pemerintah atau masyarakat tempat kunjungan
kerja dilakukan dalam menanggapi dan memberikan masukan terhadap
Rancangan Undang-Undang yang disebarluaskan Badan Legislasi.
Akibatnya, masukan yang diberikan seringkali kurang komprehensif
dan tidak mengena substansi Rancangan Undang-Undang.

2  Diskusi pada forum sosialisasl seringkali tidak fokus pada Rancangan
Undang-Undang yang disebarluaskan, sehingga masukan yang
dipercleh dan forum tersebut kurang maksimal.

F  KunjJungan Tamu Badan Legislasi

Badan Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi juga memiliki kewenangan
untuk menampung aspirasi masyarakat bak dengan cara kunjungan kerja
maupun dengan cara menerima kunjungan tamu yang beragam. Pada
periode 2005-2009, Badan Legislasi telah menerima kunjungan tamu yang
berasal dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai tujuan di antaranya
menjajaki dan melakukan kerjasama, memperdeh saran dan informasi terkait
dengan proses maupun materi proses legislasi nasional, maupun penguatan
kelembagaan legislasi daerah.

Penyelenggaraan penerimaan kunjungan tamu diselenggarakan oleh
Pimpinan maupun Anggota Badan Legislasi dengan menyertakan keteriibatan
Sekretariat Badan Legislasi maupun Tenaga Ahli Badan Legislasi berdasarkan
koordinasi dan instruksi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

a. Maksud dan Tujuan Kunjungan Tamu

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bekretariat Bad an Legislasi
Maksud dan Tujuan Kunjungan tamu selama periode 2005-20089,
maksud dan tujuan kunjungan tamu ke Badan Legislasi DPR Rl dapat
dikualifikasi sebegai berikut:

1. Mencari informasi tentang proses penyusunan legislasi;

2. Menjajaki dan menyelenggarakan kerjasama peningkatan kualitas
SDM;
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3. Menyampaikan aspirasi dan dorongan penyelesaian RUU; dan

4. Melakukan studi banding keparlemenan.

AsalTamu

Berdasarkan data yang ada d Sekretariat Badan Legislasi selama
periode 2004-2009, tamu yang berkungung ke Badan Legislasi DPR Ri
dapat dikualifikasi sebagai berikut:

1. Lembaga Negara Asing seperti Kongres Vietnam, KongresAmerika
Serikat, Parlemen Belanda, dll.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW; Fitrah, Walh, dil

3. Akademisi seperti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Fakultas Hukum Hasanudin, Fakultas Hukum Universitas Leidan,
dil.

4  Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
5. DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Daftar Kunjungan Tamu

Berkut diajukan data kunjungan tamu ke Badan Legislasi DPR
R periode 2004-2009 berdasarkan masa sidang, asal tamu, maupun
tujuan berkunjung.

MASA
TUJUAN
PERSIDANGAN ASAL TAMU
TAHUN BERKUNJUNG
1 (2006-2007) 1 LIPt (Lembaga llmu |1 dalam rangka
Pengetahuan Indonesia), pembicaraan awal

rencana kerjasama
pelatihan penyusunan
peraturan perundang-

2 Komisi Yudisial undangan

2 dalam rangka
penyampaian masukan
untuk amandemen UU
tentang Komisi Yudisial
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MASA
PERSIDANGAN
TAHUN

ASAL TAMU

TUJUAN
BERKUNJUNG

3 DPRODKotaDepok, DPRD
Kabupaten Bangkalan,
DPRD Kabupaten Blitar,
dan DPRD Propinsi
Banien

3 mendapat masuikan
tantang proaas legislas!
dan penyusunan
Peraturan Taa Tertib

¥ (2006-2007)

DPRD Sidoarje, DPRD
Kota Gorontalo, DPRD
Kabupaten Bandung, DPRD
Kabupaten Majalengka,

DPRD KabupatenBangkafis, |
dan DPRD Kabupaten QOgan |

Komering i {DKI)

mendapatkan masukan
tentang proses legislasl
dan panyusunan Peraturan
Teta tertib

Il (2006-2007)

DPRD Provinsi Kallmantan
Timwr, DPRD Provingi Jawa
Barat, DPRD Kabupaten
Temanggung, DPRD
Kabupaten Agam, DPRD
Kota Bogor, DPRD Gorontaio,
DPRD Kabupaten Tanah
Toraja, DPRD Kabupaten
Cimahl, DPRD Ksbupaten
Magetan, DPRD Provinsi
Papua, dan DPRD Kabupaien
Pemaiang

mendapatkan masukan-
masukan terkall dengan
preees penyusunan legislas!
daerah, penguatan Panitia
Lagislas) (Panleg), dan
penyusunan Tata Tertib
DPRD.

V (2008-2007)

1. OPRD Kota Batam, DPRD
Kota Samerang, DPRD
Kota Bandung, DPRD
Kabupaten Gresik, DPRD
Provinei Kalimantan
Timur, DPRD Provinsi
Sumatera Utara, DPRD
Kabupaten Sumenep,
OPRD Kabupaten
Bandung, OPRD Provinsi
Maluku,

2 Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional (KRHN),
Centre For Intemnational
Legal Cooperation,
dan Fakuitas Hukum
Universitas Leiden
Balanda dan

1. untuk mendapatkan
masukan-masukan
terkait dengan proses
penyusunan legislasi
daerah. penguatan
Panitia Legislasi
(Panieg), penyusunan
Tata Tertb DPRD,

2 kerjasama peningkatan
Sumber Daya Manusia
{SDM) Sekretariat
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MASA

TUJUAN
PERSIDANGAN ASAL TAMU BERKUNJUNG
TAHUN
(2007-2008) . Sekretariat Parlemen | 1. Studl banding
Thaitand keparlemenan
Panitia Legistasi DPRD Mendapatkan masukan-
Kabupaten Bogor, masukan terkait dengan
DPROD Bireun, Delegasi proses penyusunan
DPRD Kabupaten Aceh legislasi daerah,
Utara. Delegasi DPRD penguatan Panltia
Kabupaten Probolinggo. Legislasi (Panleg),
DPRD DIY Yogyakarta |  penyusunan Tata Tertb
DPRD
. Delegasi Mahasiswa Univ Memperoleh informas
Hasanudin Makasar proses penyusunan
legislasi nasional
Il {2007-2008) Majelis Kongres Vietnam dalam rangka studi

. Delegasi Kongres Amerka

Sarikat

. Delegasi DPRD Kota

Palopo, DOPRD Kota
Cimahi, Delegasi DPRD
Kabupaten Gresik,
Delegas) Kabupalen
Ogan Hilir, Delepasi
DPRD Kabupaten Kutai
Kertanagara, Delegasi
OPRD HKabupalen
Temanggung, Delegasi
DPRD Provinsi Bali,

. Untuk mendapatkan

banding tentang
keparlemanan

dalam rangka
menindaklanjuti hasil
kesepakatan kerjasama
antara DPR Rl dengan
pihak HCAC Kongres
Amerika Sefikat

ma su kan -m asuk an
terkait dengan proses
pehyusunan legislasi
daerah, penguatan
Panitia Legistasi
{Panleg), penyusunan
Tata Tertib DPRD,
aspirasi Perubahan UU
Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan
Keuangan anlara
Pemerintah Pusat dan
Daerah, dan kerjasama
penmgkatan Sumber
Daya Manusia (SOM)
Sekretariat
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MASA

PERSIDANGAN ASAL TAMU Ly
TAHUN BERKUNJUNG
N (2007-2008) 1 Mahasiswa Fakuitas [untuk mendapalkan
Hukum Trisakti masukan-masukan terkait
Mahasiswa IPB denganprosespenyusunan
legisiasi
I {2008-2009) Dewan Perwakilan |1 untuk mendapatkan
Rakyat Daerah (DPRD) mas ukan- ma sukan
Kabupaten Sorong terkait dengan proses
penyusunan legislasi
daerah, penguatan
Panitia Legisiasi
{Panleg),
Komite Reformasi Hukum | 2 memberikan dorongan
Nasional (KRHN) percepatan pembahasan
RUU tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
Director General for |3 Rencana kerjasama
Legislation, International Badan Legisiasi dengan
Aftairs and Immigration of Pemenntah Beianda d
the Netheriands Ministry of | bidang Pelatihan dan
Justice didampingi pejebat pendidikan perancangan
dan Kedutaan Beianda d undang-undang dan
Indonesia serta beberapa inlomasi legislasi OPR
Staf Senior dan Centre
For International Legai
Cooperation (CILC)
i {2008-2009) HODAC dan Staf Kedubes | 1. terkait dengan MOU
24-11-2008 sd  18-01- Amenka Serikal untuk pengiriman staf
2009 Sekretariat Jenderai
OPR ke Amerika Serikat
Staf Kongres Amerika | 2 kerjasama dalam Global
Serikal Information Network
{GLIN);
3 Tamu dar Belanda 3 Rencana pelatihan di

bidang legislative drafter
vang diselanggarakan
dengan meiibatkan
Setjen DPR dan
Departemen Hukum dan
HAM
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MASA
PERSIDANGAN
TAHUN

ASAL TAMU

TUJUAN
BERKUNJUNG

4 DPRD Kabupaten

Sidoarje, DPRD
Kabupaten Kulon Progo,
DPRD Kota Cimabhi,

DPRD Bangka Belitung. |

Kunjungan DPRD

4. mendapatkan masukan-

masukan terkait dengan
proses penyusunan
Program Legislasi
Daerah (Prolegda),
penguatan Panitia
Legislasi (Panlag), dan
penyusunan Peraturan
Tata Terth DPRD

N (2008-2009)
13-04-2009 sd 13.08-
2009

Menerima DPRD
Yogyakarta

Delegasi Persatuan
Perawat Nasional
Indonesia (PPN}

3. Delegasi Indonesian

Cormuplion Watch (ICW)

Peningkatan fungsi dan
Kinerja Panitia Legislasi
(Parleg) DPRD 2
penyampaian aspirasi
untuk pembahasan RLULU
tentang Keperawalan.
penyampaikan aspirasi/
masukan substansi
penguatan RUU
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
{Tipikor).
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Lampiran

Lampiran 1

DAFTAR NAMA-NAMA PIMPINAN

DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI

No Nama Jabatan Fraksi | No.Ang
1 | FX. Soekamo, SH Ketua F PD A-104
2. | Drs Ferry Mursyidan Baidan Wakil Ketua | F.PG A-453
3 | Pataniari Siahaan Wakit Ketuia | F PDIP A-311
4 | Nursyahbani Katjasungkana, SH. Wakil Ketua | F. PKB A-212
5. | Drs. A Muzzammil Yusuf Wakil Ketia | F PKS | A249
FRAKSI PARTA} GOLONGAN KARYA
6. | Prof Drs H Rustam E Tamburaka, M A  PhD. Anggota F PG A-539
7. | Rambe Kamarulzaman, M.Sc Anggola F PG A425
8 | Seud L Tobing Anggota F PG A-443
8 | Ors Eldie Suwandie Anggota F. PG A-469
10. | Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si Anggota F PG A470
11. | Prof. Or (IPB) H Bomer Pasaribu, S H, SE., MS. | Anggota F PG A428
12, | Taufik Hdayat Anggota F PG A4
13 | Drs. Joseph TH Pati Anggota F PG A-526
14 | O Hj Maniani Akb Baramuii, M M, Anggota F PG A-538
15. | Dra. Truiyanti S. Habibie Sutrasnp, M.Psi. Anggota F PG A-542
16. | Yorrls TH. Raweyai Anggota F PG A-546
FRAKS! PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
17. | Permadi, SH Anggota F PDIP | A-378
18. | Gang@r Pranowo Anggota F. PDIP A-352
19 | | N\yoman Gunawan, SH Anggota F PDP | A388
20. | Zainai Arifin Anggota FPDP |A325
21 | Hj Tumbu Saraswati, S H, Anggota F POIP | A383
22 | Dr. H igham, SH , MKn Anggota FPOIP | A302
23, | Wilem M Tutuarima, $ H Anggota F PDIP | A337
2 | Nursuhud Anggota F PDIP | A-366
25. | Sonny Socemarsono Anggota FE PDIP | A-312
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
26, | Edy Jauzie Muhsin Bafadai, SH. |Anggota  |[F.PPP | A5
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27 | H. Yudo Paripumo, SH. Anggota F PPP A-19

2 | H Djuhad Mahj, SH Anggola FPPP | A48

29 | H Daromi irdjas, S.H, MSi Anggola FPPP | A48

30 | H Husairi Abdi, Lc Anggaia FPPP | A63

FRAKS! PARTAI DEMOKRAT

31 | ) Wayan Gunastra Anggota F PD | A-121

32 | Bruno Kaka Wawo Anggola FPD | A-131

3 | r HAshhani Anggota F PD A-126

34, | Drs. Bakan Kaplale Anggota F.PD A-118

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

35. | Sudjud Siradjudin, SH, MH Anggota F PN | A-185

36 | H Hermansysh Nazirun, SH Anggota FPAN | A-144

37 | Dr k And Yulani Paris, M Sc Anggota FPAN | A-183

38 | HRustam Effendi Anggota FPAN | A-157

¥ | Syahrin Hamid, 3 H Anggota F P&N A-150
FRAKS! PARTA! KEBANGKITAN BANGSA

40. | DrHAl Masykur Musa, M Si Anggota FPKB |A222

41. | Ama Muawanah, SE MH. Anggota FPKB | A230

4 | H Masduki Baidiowi Anggota FPKB |A-23t

43 | Drs. H Sysifuliah Ma'shum Angoota FPKB | A-221
FRAKS PARTA! KEADILAN SEJAHTERA

44, | H Mutammimul Ua, SH. Anggota F PKS A-270

45. | KH. Yusuf Supend, Lc Anggota FPKS | A-260

46 | M Nasir Jami, SAg Anggota F PKS A-240

FRAKS] PARTAl BNTANG PELOPOR DEMOKRAS!

47. | Rapiuddin Hamarung Anggda FBPD |A72

48. | Drs. Al Mochtar Ngabalin, M.SL Angoola FBPD |A-12
FRAKS! PARTAI BINTANG REFORMASI

49. | or. Falsai |Anggta  [F.PBR | A-288

FRAKS! PARTAI DAMAI SEJAHTERA
50. | Pastor Saut M. Hasibuan |Anggota  [FPDS [A420
RADAN LEGISLASI DPR R
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Lampiran2
SEKRETARIAT BADAN LEGISLAS|

Kabagset Endang Suryastuti, S.H,, M.Si.

Kasubag Rapat Widiharto, SH., MH,

Kasubag Administrasi = Dadang Prayitna, S.IP., MH.

Staf Drs. Kusdinar, Drs. Koko Suryadarma, M.Si., Saryena S H,

Dra. Dyah Renowati dan Ahmad Jaelani.

Gedung Nusantara | Lantai 1 DPR
Jaian Galot Subrolo Jakarta 10270
Telp: 021-5756041 dan Fax 021-5756379
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Lampiran 3

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI BADAN LEGISLASI

No | Nama Masa Tugas

1. | Nurdl Gufron, SH , MH, 2005-sekarang
2 | Prama Artha SL Pode, S IP, MSi 2006-sekarang
3 | Fendi Setyawan, S.H, MH 2006-sekarang
4. | Moh. Fadi, S H, MH. 2006-sekarang
5 | Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si. 2006-sekarang
6. | Sabari Barus, SH., M Hum 2006-sekarang
7. | Diana Sa'adah, 5 Ag, MM. 2006-sekarang
8. | Rastri Paramita, SE , MM 2006-sekarang
9 | Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si, 2006-sekarang
10. | Abdul Kholik, SH, M Si. 2006-sekarang
11 | Nur Budi Hariyanto, S.Ag., MSi 2006-sekarang
12. | israeni Miradani S, SH, MH. 2006-sekarang
13. | Widodo, SH., MH, 2007-sekarang
14. | Yusron Isnaeni, S H., M.H. 2007-sekarang
15 | Lukman Adam, S P, M.Si 2007 -sekarang
16 | Or Moch. Isnaani Ramghan, SH, MH 2008-sekarang
17. | Erolko Ridwan, SH, M H 2008-sekarang
18 | Agus Wijayanto, SPd , MA Dev 2008-sekarang
19. | Lowryrta Ginting, SH, MH, 2008-sekarang
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LAMPIRAN4

CONTOH PENGHARMONISASIAN RUU

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPS!
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN

Berdasarkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor ___,
perinal Penyampaian Usul Inisiatif Komisi X atas RUU tentang Perpustakaan,
meminta Badan Legislasi DPR Rl untuk melakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU sebagaimana
dimaksud di atas dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Peraturan Tata
Tertb DPR RI, Pasal 42 ayat (1) huruf ¢, Badan Legislasi mempunyai salah
satu tugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang.

Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU tersebut, Badan Legislasi telah membicarakan RUU dari
beberapa aspek diantaranya berkenaan asas pembentukan undang-
undang dan asas materi undang-undang serta keterkaitan dengan undang-
undang lainnya. Pembicaraan tersebut berlangsung dalam rapat pleno dan
Panitia Kerja yang ditugaskan untuk membahas dan merumuskan konsep
harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan RUU. Oleh karena itu, Badan
Legislasi dapat menyampaikan hasil dari pembahasan dan perumusan
mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Undang-Undang tentang Perpustakaan sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Perpustakaan dilaksanakan Badan Legislasi dengan memperhatikan
dasar hukum, yaitu:

a Pasa 28C, Pasal 28F, Pasal 2Bl ayat(4), Pasal 31 aya (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945;

b. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan




c.  Pasal 42 ayat (1) huruf cTata Tertb Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia No. 08/DPR RI/ 1/2005-2006.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi memiliki
tujuan untuk mengarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi RUU
dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya,
Undang-undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya.
Tujuan ini menjadi penting difakukan karena dapat membentuk kepaduan,
keutuhan sebuah RUU yang pada akhimya dapat menghasilkan kebulatan
dan kemantapan konsepsi RUU sebagai bagian integral dar hierarkhi dan
jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hasll Kajian

Penghammonisasian Rancangan Undang-undang mencakup 2 (dua)
aspek, yaitu aspek formil dan aspek materil. Yang dimaksud dengan aspek
formil adalah apakah sebuah RUU telah sesuai dengan program legislasi
nasional atau terdapat dalam daftar Prolegnas RUU pricritas tahun berjalan,
atau apakah suatu rancangan undang-undang secara vertikal dan horizontal
dilihat dari hierarkhi dan jenis peraturan perundang-undangan tidak terdapat
pertentangan.

Sedangkan secara materil, muatan atau materi dari sebuah RUU
apakah sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.  Aspek Formil

a. RUU tentang Perpustakaan termuat dalam daftar Program Legislas
Nasional Tahun 2007. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat
{1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang—Undangan menentukan bahwa Rancangan
Undang—Undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat,
Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun
berdasarkan Program Legislasi Nasional.
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b. RUU tentang Perpustakaan yang diajukan oleh Komisi X DPR
Rl mempunyai keterkaitan dengan hak konstitusional anggota
DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan memenyhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) Tata
Tertb DPR RI.

¢ Secara vertikal RUU tentang Perpustakaan berkaitan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu secara konstitusional sebagai
penjabaran dari ketentuan Pasal 28C, Pasal 28F, Pasal 28| ayat
{4), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Secara horizontal RUU tentang Perpustakaan telah sejalan dengan
ketentuan Undang-Undang lain yaitu:

1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok
Kearsipan;

2}  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan
Karya Cetak dan Karya Pemerintah;

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan limy
Pengetahuan dan Teknologi,

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; dan

6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

2. Aspek Materil
a Asas Pembentukan Undang-Undang

1)  Kejelasan Tujuan

RUU tentang Perpustakaan, telah memuat asas kejelasan
tujuan yang meliputi:
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2)

3)

9)

Pertama, mewujudkan salah satu tujuan sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik indonesia Tahun 1945 yaitu untuk
mencerdaskan bangsa,

Kedua, menjamin terselenggara dan tersedianya perpustakaan
yang merata d seluruh wilayah nasional sehingga dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dalam bidang
kepustakaan baik d lingkungan sekolah, psrguruan tinggi,
lembaga-lembaga khusus, maupun umum;

Ketiga, mendukung dan mendorong sistem pendidikan
nasional, serta mengembangkan dan memajukan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; dan

Keempat, merupakan sarana pembelajaran masyarakat
serta merupakan upaya untuk melestarikan hasil budaya
bangsa.

Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

RUU tentang Perpustakaan dapat diajukan sebagai usul
inisiatif Komisi X karena telah sesuai dengan Prolegnas dan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelembagaan atau organ pembentukan Rancangan Undang-
Undang tentang Perpustakaan berada pada DPR dan
Presiden sesual dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesaesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Muatan Materi RUU tentang Perpustakaan telah sesuai
dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan
dibuat.

Dapat dilaksanakan

a) Secara Filosofis, RUU tentang Perpustakaan dapat
mengembangkan dan memaijukan sistem pendidikan
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945.
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b) Secara Yuridis, RUU tentang Perpustakaan diperiukan
untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemberdayaan
perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

¢} Secara Sosiologis,
RUU tentang Perpustakaan diperiukan untuk menunjang
infrastruktur pendidikan, wahana pembelajaran
masyarakat, serta pelestari dan pewaris hasil budaya
bangsa melalui pendayagunaan sumber informasi,
iimu pengetahuan, teknologl, seni dan budaya untuk
meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

d} Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

RUU tentang Perpustakaan dapat dipertimbangkan
sebagai sarana untuk menumbuhkan kegemaran
membaca, mengembangkan dan memajukan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

5 Kejelasan Rumusan

Secara keseluruhan baiksistematika, pilihan kata, terminologi,
dan bahasa hukum RUU tentang Perpustakaan yang diajukan
oleh Komisi X DPR Rl jelas dan mudah dimengert, hanya
masih terdapat beberapa Pasal yang perlu mendapat
perhatian yaitu;

a. D dalam Ketentuan Umum terdapat beberapa frase
yang didefinisikan tetapi frase tersebut tidak digunakan
dalam Batang Tubuh. antara lain:

i  Pasal 1angka 16 tentang “Layanan perpustakaan
dan informasi™

ii Pasal 1 angka 17 tentang “Pelestarian bahan
perpustakaan”,

i. Pasal 1 angka 18 tentang “Pembinaan
Perpustakaan”,

v. Pasal 1 angka 20 tentang “Pendayagunaan
Perpusiakaan™;
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Beberapa pasal masih memeriukan perumusan ulang/
perbaikan redaksional, yaitu:

L

vi.

Pada konsideran “Menimbang” huruf a karena titik
beratnya adalah perpustakaan.

Konsideran Menimbang huruf b dan huruf ¢
merupakan landasan sosiologis, sehingga rumusan
huruf b dan huruf ¢ dapat digabung agar menjadi
satu kesatuan yang utuh dan agar tidak terjadi
tumpang tindih.

Konsideran Menimbang huruf c terdapat
penggunaan kata yang berlebihan dan tidak tepat,
yaitu pada kalimat ... wahana pembelajaran
masyarakat sepanjang hayat,...™

Konsideran Menimbang huruf d terdapat kalimat
yang tidak efektif dan berlebihan yaitu “....periu
adanya undang-undang yang mengikat baik
Penyelenggara maupun warga negara Republik
Indonesia...”. Frase tersebut tidak diperlukan
karena undang-undang otomatis mengikat semua
orang ketka d undangkan.

Konsideran Menimbang huruf @ menggunakan kata
“...dimaksud pada..” . Sesuai dengan Undeng-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 angka 22, kata
“dimaksud pada” diubah menjedi “dimaksud
dalam".

Konsideran Mengingat terdapat pencantuman
Pasal dari Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang
kurang relevan antara lain:

1. Pasal 21F tidak terdapat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sehingga Pasal 21F harus
dihapus; dan

2 Pasal 31 ayat (2) kurang relevan karena
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vii.

VIIL

mengatur tentang waijib ikut pendidikan
dasar.

Konsideran Mengingat periu ditambahkan Pasal 31
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang isinya mengatur
tentang pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penulisan Judul RUU setelah kata Menetapkan
belum sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004,

Sesuai dengan ketentuan angka 40 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatakan bahwa
nama yang tercantum dalam judul peraturan
perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata
Menetapkan dan didahului dengan pencantuman
jenis perlu tanpa frase Republik Indonesia, serta
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan {anda baca titik.

Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Perpustakaan
perlu dikaji ulang dan diharmonisasikan dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 1 angka 3 tentang Koleksi Nasional periu
dirumuskan ulang karena menimbulkan multitafsir
dan maknanya terlalu luas karena meliputi “yang
diterbitkan maupun tidak diterbitkan baik di
Indonesia maupun d luar negeri.

Pasal 1 angka 4 tentang Pengertian Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia perlu dikaji ulang dan
disesuaikan dengan Pasal 1 angka 5 UJ Nomor
4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam.
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XL

Xii.

Xiil.

xiv.

Xviii.

XiX,

Pasal 1 angka 11 menyebutkan macam-macam
tenaga perpustakaan yang meliputi pustakawan
dan pemerpustaka. Hal ini perlu dikaji ulang karena
Pasal 31 ayat (1) RUU telah mengatursecara tegas
tentang jenis tenaga perpustakaan.

Pasal 1 angka 24 dapat dihapus karena hal-hal
yang bersifat umum tidak perlu didefinisikan kecuali
akan dikhususkan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 1 angka 25 tentang pengertian Pemerintah
perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 26 tentang pengertian Pemeritah
Daerah perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 27 perlu dikaji ulang khususnya
dalam penggunaan frase “layanan prima”.

i Judul BAB N disesuaikan dengan isi kandungan

BAB 1.

ii. Substansi Pasal 2 tentang perpustakaan dibentuk

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
substansi tersebut telah termuat dalam Ketentuan
Menimbang dan Mengingat, sehingga Pasal 2
dapat dihapus.

Pasal 4 terdapat penggunaan kata yang tidak tepat
yaitu "pelayanan prima".

Pasal 5 mengatur tentang Prinsip. Prinsip/asas
adalah hal-hal yang menjadi dasar oleh karena itu
tidak periu dirinci secara detil/rigid.

Substansi Pasal 5 huruf e tentang “pelayanan
prima” telah termuat dalam Pasal 5 huruf d,
sehingga pasal 5 huruf e dapat dihapus.

Pasal 5 huruf g penulisannya harus disesuaikan
dengan ketentuan angka 67 huruf ¢ Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatakan bahwa
seliap frasa rincian diawali dengan huruf kecil.

Bab W tentang Hak dan Kewaijiban yang terdiri
dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, terdapat
tumpang tindih atau pengulangan rumusan
terhadap substansi yang sama serta terdapat
penempatan rumusan yang semestinya dipisah
tetapi disatukan sehingga norma menjadi tidak
jelas. Hal ini terdapat dalam hal sebagai berikut:

{a} Pada Bagian Kesatu mengatur tentang Hak dan

Kewajiban Warga Negara (Pasal 6 dan Pasal
7) kemudian pada Bagian Kedua mengatur
mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat
(Pasal 8 dan Pasal 9). Susunan pengaturan
ini semestinya bisa digabung menjadi “Hak
dan Kewaijiban Masyarakat® saja karena
tidak hanya warga negara Indonesia yang
menggunakan dan memanfaatkan jasa
perpustakaan;

(b) Bagian Ketiga, Pasal 10, pasal 11, Pasal 12,

xxiii.

mengatur tentang Hak dan Kewajiban
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Akan
lebih tepat jika dibedakan antara “Hak dan
Kewaijiban Pemerintah”, serta “Hak dan
Kewajiban Pemerintah Daerah”, karena
lingkup hak dan kewajiban Pemenntah
dan Pemerintah Daerah sebagaimana
dirumuskan dalam RUU ini terdapat
perbedaan.

Pasal 13 ayat (2) periu dirumuskan ulang
sehingga menjadi satu kesatuan, dan
sebaiknya mengacu pada ayal yang
diatasnya. Sehingga redaksinya berbunyi:
“Koleksi perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)..."
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WAV,

Xxvi.

Xxvii,

XXVl

Xxix.

XXX,

Secara substansi Pasal 13 ayat (3) belum
mengatur secara jelas apa yang dimaksud
dengan ‘koleksi yang dilarang” sehingga
periu dirumuskan ulang. Penempatan Pasal
13 ayat (3} hendaknya dipisahkan menjadi
Pasal tersendiri, karena substansinya
berbeda dengan dua ayat diatasnya,
Secara substansi periu diatur pengelolaan
dan pengembangan koleksi daerah yang
belum termuat d dalam Pasal 14 RUU ini
Secara redaksional, Pasal 14 ayat (2)
sebaiknya mengacu pada ayat diatasnya,
agar terjadi kesinambungan dan satu
kesatuan yang utuh.

Pasal 16 ayat (1) subjeknya adalah
Perpustakaan Nasional sehingga redaksinya
periu dirumuskan ulang

Kemudian penggunaan kata “wajib”
dalam Pasal ini dapat dikaji ulang karena
penggunaan kata wajib akan melahirkan
sanksi ketika ketentuan ini dilanggar.
Substansi Pasal 16 belum merumuskan
secara jelas tentang bentuk-bentuk kegiatan
Gerakan Nasional Gemar Membaca.
Judui BAB VIl kurang lengkap, periu
ditambah kata “Perpustakaan” diakhir
judut.

Pasal 17 ayat (3), "standar dan peraturan
perundang-undangan” harus ditegaskan
dengan jelas.

Substansi Pasal 19 ayat (2) berbeda dengan
Pasal 19 ayat {1) sehingga Pasal 19 ayat
(2) perlu dijadikan Pasal tersendiri.

Dari segi substansi, Pasal 20 ayat (1)
sampai dengan ayat (4) berisi tentang Tugas
Perpustakaan Nasional, oleh karena itu
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XL,

penempatannya harus dipindahkan pada
Pasal yang mengatur tentang Perpustakaan
Nasional, dan Ayat (5} tetap menjadi bunyi
Pasal 20.

Dari sagi redaksional agar tidak mengulang
frase “Perpustakaan Nasional” d sefiap
ayat.

Subtansi Bagian Kelima sampai dengan
Bagian Kesepuluh tidak termasuk ke dalam
substansi BAB M tentang Pembentukan,
Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan
Pengembangan. Seharusnya dipisahkan
menjadi BAB tersendiri.

xxxiii.Substansi Pasal 22 ayat (4) berbeda dengan

XXXiV.

WKV

ayat sebelumnya, sebaiknya menjadi Pasal
tersendiri.

Penggunaan kata “wajib” dalam Pasal
29 kurang tepat. Karena kata "wajib®
memberikan konsekuensi tersendiri ketika
larangan ini dilanggar. Sebaiknya kata
“waijib” diganti kata “dapat”.

Substans| Pasal 31 ayat (2) telah termuat di
dalam Pasal 1 angka 12RUU ini,clehkarena
itu Pasal 31 ayat (2) dapat dihapus.

i. Pasal 31 ayat (3) perlu disesuaikan

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 angka 172 bahwa “pendelegasian
kewenangan mengatur sedapat mungkin
dihindari adanya delegasi blanko® Harus
disebutkan dengan jelas dalam peraturan
apa.

Rumusan Pasal 31 ayat (4) sebaiknya
mengacu pada ayat (1) sehingga redaksinya
berbunyi: “Tenaga pemerpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ..."
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i Rumusan Pasal 32 ayat {1) huruf a terdapat

ORI,

xk

Xil.

xlii,

xliii.

xliv.

xvi.

xlvi,

kala yang berlebihan “. yang pantas dan
memadai.” Ukuran pantas dan memadai
sangat relatif.

Pasal 32 ayat (1) huruf d, sesuai dengan
ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 setelah
tiik koma ditambah kata “dan”.

Pasal 32 ayat (2) huruf a terdapat frase
“layanan prima® yang bukan merupakan
bahasa hukum.

Pasal 32 ayat (2) huruf ¢, perlu dirumuskan
ulang karena kalimatnya tidak efektif. Diakhir
kalimat periu ditambahkan kata “dan”.

Substansi Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
adalah kewajiban, oleh karena itu perlu
diletakkan dalam kewajiban Pemerintah/
Kewajiban Pemerintah Daerah/Kewajiban
Masyarakat.

Pasal 34 ayat (2) terdapat substansi yang
kurang tepat yaitu karier yang merupakan
kewenangan organisasi profesi.

Secara redaksional dalam Pasal 34 ayat (2)
periu dihilangkan kata "dan...”

Diantara kata " mengabdi® dan kata
"masyarakat” ditambah kata “kepada”.

Substansi Pasal 34 ayat {(5) sudah termuat
d dalam Pasal 34 ayat (2) sehingga Pasal
34 ayat (5) dapat dihapus.

Pasa 35 huruf d periu ditambah kala “atau”
setelah kata “dan”.

Pasal 35 huruf ¢ perlu ditambah kata “dan”
setelah titik koma.

Substansi Pasal 36 telah termuat di dalam
Pasal 3 huruf b, sehingga Pasal 36 dapat
dihapus.
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xlviii. Substansi Pasal 37 mengatur tentang

xlix.

lii.

iv.
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kewajiban Penyelenggara Perpustakaan.
Oleh karena itu sebaiknya Pasal 37
dipindahkan ke dalam 8ab VIl Bagian Kedua
tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
Diperiukan perubahan redaksional agar tidak
mengulang kala “sarana dan prasarana”
Pasal 38 ayat (1) perlu disesuaikan
dengan WU Nomor 10 Tahun 2004 dengan
menambahkan kata “atau” setelah kata
“dan”.

Substansi Pasal 39 ayat (1) mengatur
prinsip yang seharusnya dimuat dalam
BAB Il tentang Prinsip Penyelenggaraan
Perpustakaan Pasal 5, sehingga Pasal 39
ayat (1) dapat dihapus.

Pasal 39 ayat (2) huruf a menggunakan
kata yang berlebihan, seharusnya cukup
menyebutkan “masyarakat®, tidak periu
ditambahkan kata “melalui berbagai kegiatan
berdasarkan ketentuan yang berlaku".
Pasal 39 ayat (2) huruf b substansinya
tidak jelas dan terfalu umum. Seharusnya
dijelaskan kerjasama dengan pihak mana
dan dalam bentuk seperti apa, oleh karena
itu pasa 39 ayat (2) huruf b perlu dirumuskan
ulang.

Subtansi Pasal 40 ayat (1) mengatur
tentang prinsip, yang sesungguhnya telah
diatur dalam Pasal 5 RUU ini. Oleh kafena
itu substansi Pasal 40 ayat (1) dapat
dipindahkan kedalam Pasal 5 RUU ini.
Substansi Pasa 40 ayat (2) bertentangan/
tidak sinkron dengan substansi Pasal 38
ayat (2).



Ivi

Ivhi

Iviii.

lix

Substansi Pasal 41 sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, oleh karena itu Pasal 41 dapat
dihapus.

Substansi Pasal 42 tidak jelas merumuskan
alasan penentuan dana minimal sebesar
20%. Hal ini terkait dengan Pasal 16 RUU ini
yang belum mengatur secara tegas bentuk
kegiatan gerakan gemar membaca.

Judul BAB Xl tidak mencerminkan isi dari
Pasal-Pasal yang berada d bawahnya.
Judul BAB mengatur tentang Kerjasama
Masyarakat sedangkan isinya mengatur
tentang Kerjasama Perpustakaan bukan
Kerjasama Masyarakat. Oleh karena itu
Kerjasama Perpustakaan dijadikan Bab
tersendiri.

Substansi Pasal 43 mengatur tentang
Kerjasama Perpustakaan sehingga tidak
tepat jika berada di bawah judul Bab
Kerjasama Masyarakat.

Secararedaksional, Pasald3perludirumuskan
ulang karena terlalu banyak mengulang kata
“kerja sama perpusiakaan™.

Pasal 45 mengatur tentang Pembentukan
Komisi Perpustakaan. Jika ditinjau dari
seg tugas dan wewenang komisi tersebut
hanyalah memberi pertimbangan, nasihat,
dan saran bagi perumusan kebijakan di
bidang perpustakaan, yang sebenarnya
tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh
Perpustakaan Nasional sehingga Komisi
Perpustakaan tidak periu dibentuk

Pasal 46 mengandung Kalimat yang tidak
tepat tentang rumusan “semua peraturan
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perundang-undangan® diganti dengan
*peraturan pelaksanaan’.

Ix. Penjelasan Pasal 7, Penjelasan Pasal 14.
Penjelasan Pasal 15, Penjelasan Pasal 17,
Penjelasan Pasal 18, Penjelasan Fasal 19,
Penjelasan Pasal 20, Penjelasan Pasal 21,
Penjelasan Pasal 22, Penjelasan Pasal 28,
Penjelasan Pasal 30, Penjelasan Pasal 33.
Penjelasan Pasal 34, Penjelasan Pasal 36,
Penjelasan Pasal 37, Penjelasan Fasal 38,
dan Penjelasan Pasal 40 periu dirumuskan
uang sesuai dengan ketentuan angka 162
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
yang menentukan bahwa apabila sualu
pasal terdin dari beberapa ayat atau butir
lidsk memeriukan penjelasan, Pasal yang
bersangkutan cukup diberi Penjelasan
Cukup Jelas, tanpa merinci masing-masing
ayat atau butir.

Ikii. Penjelasan Pasal 45 ayat (7} bersifat
substansi seharusnya tidak dimuat
dalam Penjelasan dan lagi pula Pasal 45
direkomendasikan untuk dihapus

6) Keterbukaan

Proses Pembentukan RUU tentang Perpustakaan mulai dari
perencanaan, persiapan, dan pényusunan memenuhi asas
keterbukaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal _ RUU.

b. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang

1) Penpayoman
Materi muatan RUU tentang Perpusiakaan telah secara
jelas memberikan perindungan dalam rangka menciptakan
ketenframan masyarakat. Hal ini dapat diihat pada Pasal
Pasal 6,Pasal 7, dan Pasal 11.
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2)

4)

5)

6)

7)

Kemanusiaan

Jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk telah diatr secara tegas daiam RUY ini. Hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Pasal 10, Pasal
11, dan Pasal 12 RUU.

Kebangsaan

Materi muatan dalam RUU tentang Perpustakaan tidak
benientangan dengan sifat dan karakter serta budaya bangsa
Indonesia yang pluralistik dan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kekeluargaan

Maten muatan RUU tentang Perpustakaan telah mencetminkan
adanya mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam setiap pengambilan keputusan seperti tercermin dalam
dasar hukum RUU ini.

Kenusantaraan

Materi muatan RUU tentang Permpustakaan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku dan disusun tetap dalam
kerangka Negara Kesatuan Republk Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang dapat dilihat pada Pasal 2
RUU.

Bhineka Tunggal ka

Materi muatan RUU tentang Perpustakaan tetap
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya
yang menyangkut hal-hal dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara. Hai ini jelas tercantum dalam Pasal
5 RUU tentang Perpustakaan,

Keadilan

Materimuatan RUUtentang Perpustakaan telah mencerminkan
keadilan secara proporsional bagl setiap masyarakat dalam
memparoleh hak yang sama untuk memperoleh pelayanan
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9)

10)

perpustakaan, baik di daerah terpencil/terisolasi. atau
terbelakang, atau memiliki cacat fisik dan atau mental Hal ini
dapat dilihat pada Pasal 5 dan Pasai 6 RUU Pepustakaan.

Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Materi muatan RUU tentang Perpustakaan menjamin tegaknya
kesamaan Kedudukah dalam hukum dan pemerintahan, Tidak
terdapat substansi yang memuat perbedaan atau diskriminasi
berdasarkan latar belakang agama, suku, golongan, gender
dan/atau status sosiai. Hal ini dapat diihat pada Pasal § RUU
tentang Perpustakaan.

Ketertiban dan Kepastian Hukum

Materi muatan RUU tentang Perpustakaan dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena adanya
jaminan kepastian hukum baik bagi pengelolaan dan
penyelenggaraaan perpustakaan d wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Hai ini dapat dilhat pada Pasal 10, Pasal
11, dan Pasal 12 RUW.

Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Materi muatan RUL \entang Perpustakaan telah mencemminkan
keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negaraHal ini dapat dilihat pada Pasal 6, Pasal
7. Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 RUU

Kesimpulan

1

Secara umum RUU tenlang Perpustakaan berkaitan dengan
hak konstitusional anggota DPR, sejalan dengan tujuan
negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dari segi Mekanisme, RUU tentang Perpustakaan telah
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 dan Peraturan Tata Tertb DPR Pasal 130 ayat (1)
dan dar sisi perencanaan pembangunan hukum nasional/
pembentukan Undang-Undang, RUU tersebut terdapat daiam
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Program Legislasi Nasional Tahun 2007, dan telah dilengkapi
dengan Naskah Akademis.

Dari sisi materil, beberapa pasal RUU tentang Perpustakaan
memeriukan perbaikan yaitu:

Di definisikan dalam Ketentuan Umum tetapi tidak
digunakan dalam Batang Tubuh yaitu Pasal 1 angka
16, Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18, dan Pasal 1
angka 20.

Perbaikan redaksional disesuaikan dengan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 vyaitu:
Menimbang® huruf a Menimbang huruf b dan hunid ¢,
Menimbang huruf d, Menimbang huruf e, Mengingat,
Judul RUU, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal
1 angka 4, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 22, Pasaf
1 angka 24 dapat dihapus, Pasal 1 angka 25, Pasal 1
angka 26, Pasal 1 angka 27, Judul BAB Il, Pasal 2, Pasal
4, Pasal § huruf e, Pasal S huruf g, Bab IV tentang Hak
dan Kewajiban yang terdiri dari Pasal 6 sampal dengan
Pasal 12, Pasal 13 ayal (2,Pasal 13 ayat (3) Pasal 14,
Pasal 16 ayat (1), Judul BAB VI, Pasal 17 ayat (3),
Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat
(4), Bagian Kelima sampai dengan Bagian Kesepuluh,
Pasal 22 ayat (4), Pasal 29 , Pasal 31 ayat (2) Pasal
31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (1) huruf
a, Pasal 32 ayat (1) huruf d, Pasal 32 ayat (2) huruf a,
Pasal 32 ayat (2) huruf c, Pasal 33 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf
¢, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat
(1), Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pasal 39 ayat (2) huruf b,
Pasal4Qayat(1), Pasal40ayal(2), Pasal41, Pasal 42,
Judul BAB XII, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Penjelasan
Pasal 7, Penjelasan Pasal 14, Penjelasan Pasal 15,
Penjefasan Pasal 17, Penjelasan Pasal 18, Penjelasan
Pasal 19, Penjelasan Pasal 20, Penjelasan Pasal 21,

BADAN LEGISLASI DPR RI
KINERJA DAN EVALUAS| PERIODE 2004-2009



Penjelasan Pasal 22, Penjelasan Pasal 28, Penjelasan
Pasal 30, Penjelasan Pasal 33, Penjelasan Pasal 34,
Penjelasan Pasal 36, Penjelasan Pasal 37, Penjelasan
Pasal 38, dan Penjelasan Pasal 40, Penjelasan Pasal
45 ayat (7).

D Rekomendasi Badan Legislasi

1. RUU tentang Perpustakaan yang diajukan cleh Komisi X DPR
Rl telah sesuai berdasarkan hak konstitusional

2. Ditinjau dari segi kelengkapan RUU tentang Perpustakaan
telah dilengkapi dengan Naskah Akademik.

E  Penutup

Demikian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU tentang Perpustakaan yang telah dilakukan oleh
Badan Legislasi dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 42
ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib DPR Rl dan Penugasan dari
Pimpinan DPR R,

Jakarta, November 2006
Pimpinan Badan Legislasi

Ketua,
FX. Soekamo: ﬁ

A-104

Wakil Ketua Wakil Ketua
Dr. H Bomer Pasaribuy, i": SE, MS Pataniari Siahaan, SH
A-426 A-211
Wakil Ketua Wakil Ketua
Nursyahbani Katjasungkana SH H. Mutammimul Dla. SH
A-212 A-270
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CONTOH PENGHARMONISASIAN RUU PEMEKARAN

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPS!

A

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINS| BANTEN

Latar Belakang

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
surat Nomor 228/Korpolekku/lll/2007 tanggal 30 Maret 2007, perihal
penyampaian RUU Usul Inisiatif Anggota OPR Rl tentang Pembentukan
Kabupaten/Kota, meminta Badan Legislasi DPR Rl untuk melakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selalan di Provinsi Banten. Permintaan
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan
Tata Tertib DPR RI.

Untuk melakukan penghammeonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU tersebut, Badan Legislasi telah membicarakan RUU dari
beberapa aspek, d antaranya berkenaan dengan asas pembentukan
undang-undang dan asas materi undang-undang serta keterkaitan dengan
undang-undang lainnys. Pembicaraan tersebut berlangsung dalam rapat
plenc dan Tm Kerja vang ditugaskan untuk membahas dan merumuskan
konsep RUU.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selalan ¢ Provinsi Banten
dilaksanakan Badan Legislasi dengan memperhatikan:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2 UndangUndang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran
Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
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4, Pasal 42 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Tda Tertb
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/f
1/2005-2006.

B. Kajian Terhadap Konsepsl Rancangan Undang-Undang

Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang mencakup 2 (dua)
aspek, yaitu aspek formi dan aspek materil Secara formil RUU temtang
Pembentukan Kola Tangerang Selatan di Provinsi Banten terdapat dalam
Prolegnas Tahun 2007 dengan judul “Daftar RUU kurnulatif terbuka tentang
Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota“.

Secaramateni, RUU terkait dengan asas pembentukan dan asas maten
muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal §
dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Salah salu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
asa$ kejelasan rumusan. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang
Selatan di Provinsi Banten secara keseluruhan, baik sistematika, pilhan kata,
terminologi, dan bahasa hukum telah jelas dan mudah dimengerti. Namun
terdapat beberapa rumusan yang perlu dilakukan penyempumaan, seperti:

1. Konsideran Mengingatmasih mencantumkan UU Nomor 10Tahun 2004
Hal ini kurang tepat untuk dijadikan landasan hukum.

2  Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 dan angka 4 masih mencantumkan
Lembaran Negara dan Tambahen Lembaran Negara yang tidak lazim
dalam perumusan definis

3. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) mengulang| hal-hal yang sudah disebutkan
dalam ayat (2), sedangkan ketentuan pada ayat (6} substansinya sudgh
diatur pada ayat (5).

4 Materi yang diaturdalam Bab V sampai dengan Bab Vil (Pasal 14 sampai
dengan Pasal 18) tidak perlu dengan bab lersendiri karena merupakan
ketentuan yang bersifat peralihan.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
tentang pembentukan daerah otonom, tidak semata-mata berkenaan dengan
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asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun juga berkaitan
dengan materi muatan yang harus tercakup dalam RUU, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan
memperhatikan persyaratan pembentukan daerah otonom sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang mencakup syarat
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

1. Syarat Administratif

Syarat administratif yang menjadi kelengkapan dalam pengajuan

RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan d Provinsi Banten
yang sudah disertakan adalah sebagai berikut :

vi

wil.

Keputusan DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2006
tanggal 27 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan
Kota Tangerang Selatan.

Keputusan DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2007
tentang Persetujuan Ditetapkannya eks Kantor Kawedanan Ciputat
Menjadi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;

Keputusan DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2007
tanggal 04 Mei 2007 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah
dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kepada Pemerintah
Kota Tangerang Selatan;

Surat Bupati Tangerang Nomor 137/530Binwil-2007 tanggal 15
Maret 2007 tentang Usulan Pembentukan Daerah Otonom;

Keputusan Bupati Tangerang Nomor 130/Kep.149-Huk/2007
tanggal 19 Februari 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota
Tangerang Selatan;

Keputusan Gubemnur Banten Nomor 1253/Kep.353-Huk-2007
tanggal 25 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten:

Surat Gubernur Banten Nomor 135-1436-Pemerintanh /2007
tanggal 25 Mei 2007 tentang Usulan Pembentukan Kota Tangerang
Selatan; dan
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vili. Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep-DPRD/18/2007
tanggal 21 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota
Tangerang Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun
2004, RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten masih memeriukan syarat administratif yang perlu dilengkapi,
yaitu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

i, Syarat Teknls

Syarat teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4)
UJ Nomor 32 Tahun 2004 meliputi faktor kemampuan ekonomu, potensi
daerah, sosial bydaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, dan
pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
daerah.

Syarat teknis sebagaimana disebutkan d alas sudah diuraikan
dalam dokumen hasii studi kelayakan/naskah akademik. Namun syarat
teknis tersebut masih memeriukan kajian secara mendalam oleh instansi
terkait atau pejabat yang berwenang.

3. Syarat Fislk

Dalam Pasal 5 ayat (5) UJ Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan
bahwa untuk membentuk kota paling sedikit terdiri atas 4 (empat)
kecamatan, telah ditentukan calon ibukota kabupaten/kota dan batas-
batas wilayah, serta sarana dan prasarana pemerintahan. RUU ientang
Pembentukan Kota Tangerang Seiatan di Provinsi Bapten berdasarkan
dokumen hasil studi kelayakan/naskah akademis masih memeriukan
persyaratan fisk berupa penentuan balas wilayah yang belum ditentukan
secara definitif.

C. Rekomendasi Badan Legislasi

1. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan d Provinsi Banten
hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan WU Nomor 10 Tahun
2004 khususnya berkaitan dengan teknis penyusunan dan materi

S = .
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muatan undang-undang serta Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004
terkail dengan syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik

2. RUU tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
hendaknya dilengkapi dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri dan
batas wilayah secara definitif.

3  Hasil Studi Kelayakan/Naskah Akademik yang menguraikan mengenai
kelengkapan syarat teknis, perlu dikaji dan diuji secara mendalam oleh
instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

4 Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten dapat
dilakukan setelah persyaratan administratif dan fisik dilengkapi.

2 Pembentukan Kota Tangerang Sefatan di Provinsi Banten periu
mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

6. Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsl Banten perlu
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang.

Penutup

Demikian kajian dan rekgmendasi atas pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang telah dilakukan oleh Badan
Legisiasi sesual kelentuan Pasal 42 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Tata Tertb
DPR Rl dan permintaan dari Pimpinan DPR RI.
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